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Pembaca yang Terhormat,

elamat datang di edisi
S kuartal keempat Indo-

Pacific Defense FORUM
pada tahun 2018 tentang
modernisasi maritim.

Saat ini, negara-negara Indo-
Pasifik menghadapi banyak
tantangan maritim kompleks
yang melandasi keamanan
regional, termasuk ancaman
invasi oleh negara tetangga
yang agresif; kejahatan,
seperti perdagangan manusia,

pembajakan, dan penangkapan
ikan ilegal; serta sengketa maritim dan teritorial di Laut Cina Selatan dan
Laut Cina Timur. Untuk menjaga perdamaian, Amerika Serikat beserta sekutu
dan mitranya bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas militer maritim
kolektif guna menjaga kebebasan laut, mencegah konflik dan pemaksaan, serta
mendorong kepatuhan terhadap standar, hukum, dan norma internasional.

Sebagai tanggapan atas meningkatnya sikap asertif dan proyeksi kekuatan
angkatan laut di kawasan ini, terutama oleh Tiongkok, negara-negara
meningkatkan belanja pertahanan untuk memodernisasi kekuatan maritim,
membeli kapal selam, kapal perang, perahu patroli, dan pesawat pengintai.

Dalam edisi FORUM ini, tiga penulis tamu menganalisis ambisi Tiongkok
sebagai kekuatan maritim. Pertama, Dr. Andrew S. Erickson, seorang profesor
di Institut Studi Maritim Tiongkok di U.S. Naval War College, menjelaskan
signifikansi ekspansi tiga kekuatan laut Tiongkok. Spesialis Tiongkok, Liza
Tobin, yang bekerja di Komando Indo-Pasifik A.S. memberikan gambaran
yang arif tentang reformasi kelembagaan di balik strategi maritim Tiongkok.
Pensiunan Angkatan Laut Republik Korea, Kapten Sukjoon Yoon menyajikan
peluang bagi negara seperti Australia dan Korea Selatan untuk membantu
memperluas kapabilitas angkatan laut negara-negara Asia Tenggara.

FORUM melengkapi terbitan ini dengan artikel yang ditulis oleh staf yang
menekankan peran penting yang akan terus dijalankan sanksi internasional
terhadap Korea Utara hingga denuklirisasinya selesai. Kendati ada upaya di sana-
sini untuk menghindari larangan, sanksi bersama terbukti sangat penting dalam
menekan Korea Utara untuk bertemu dengan Presiden A.S. Donald Trump di
Singapura pada 12 Juni 2018. Memastikan kepatuhan tidak hanya memerlukan
kerja sama maritim multinasional di antara negara-negara Indo-Pasifik tetapi
juga pengakuan global atas kewajiban bersama untuk menegakkan sanksi
berkelanjutan hingga keadaan akhir yang diinginkan tercapai.

Semoga edisi ini mendorong pembahasan regional tentang tantangan
maritim terdepan ini, dan saya menyambut baik komentar Anda. Silakan
hubungi staf FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan
perspektif Anda.

Salam,

S Awds

P.S. DAVIDSON
Laksam katan Laut A.S.
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KAPTEN SUKJOON YOON adalah
pensiunan perwira Angkatan Laut
Republik Korea dan research fellow

di Korea Institute for Military Affairs.
Untuk terbitan FORUM ini, ia menulis
tentang peluang yang dihadirkan oleh
Australia dan Korea Selatan untuk

memperkuat kapabilitas angkatan laut

negara-negara Asia Tenggara.
Ditampilkan pada Halaman 10

DR. ANDREW S. ERICKSON adalah
seorang profesor strategi di Institut
Studi Maritim Tiongkok di U.S. Naval
War College (NWC) dan peneliti
madya di John King Fairbank Center
For Chinese Studies di Universitas
Harvard. Ia adalah term member
Council on Foreign Relations dan telah
mengajar di NWC dan Universitas
Yonsei. Ia menerima Penghargaan Civilian Faculty
Research Excellence Award pertama dari NWC pada tahun
2017, di antara berbagai penghargaannya. Penulis yang
karyanya telah banyak diterbitkan, ia menulis blog di www.

andrewserickson.com.  Ditampilkan pada Halaman 30

LIZA TOBIN bekerja di Komando Indo-
Pasifik A.S. sebagai spesialis Tiongkok.

Ia baru-baru ini menerbitkan artikel
yang mendalam tentang strategi maritim
Tiongkok di Naval War College Review
dan artikel tentang topik yang sama di
situs web War on the Rocks, yang dicetak
ulang FORUM untuk edisi ini.

Ditampilkan pada Halaman 36

LETNAN KOLONEL LAUT PINYO
RUNGRUENG menjabat sebagai
komandan, SEAL Team 2, Naval Special
Warfare Group 1, Royal Thai Navy
Special Warfare Command. Selama 13
tahun terakhir, ia telah membantu kepala
operasi SEAL Angkatan Laut Thailand
dengan melakukan tugas operasional di
dalam unit. Letnan Kolonel Laut Pinyo
memlhkl gelar sarjana teknik dari Naval Academy. Ia bertugas
sebagai petugas operasi di Pusat Kendali dan Komando
dalam misi penyelamatan 12 pesepak bola remaja dan
pelatih mereka dari gua yang tergenang banjir di Thailand.
Ia berbagi informasi orang dalam yang mendetail tentang
penyelamatan tersebut untuk edisi FORUM ini.

Ditampilkan pada Halaman 52

—  KONFERENSI -
DAN PAMERAN

SAINS DAN
| TEkNoLoG! |l

OPERASIONAL
—  PASIFIK2019 -

BERKONTRIBUSI PADA INDO-PASIFIK YANG BEBAS
DAN TERBUKA MELALUI SAINS DAN TEKNOLOGI

Mulai tanggal 4-8 Maret 2019, Kantor Sains

dan Teknologi (S&T) Komando Indo-Pacific A.S.
(USINDOPACOM) dan TechConnect akan bersama-sama
menyelenggarakan Konferensi Sains dan Teknologi
Operasional Pasifik (POST) di Hotel Sheraton Waikiki di
Honolulu, Hawaii, dan Kaneohe Bay Theater di Pangkalan
Korps Marinir Hawaii.

USINDOPACOM akan mempertemukan pemimpin
senior Departemen Pertahanan A.S. dari seluruh
matra dan lembaga, pemimpin senior dari komunitas
S&T internasional, eksekutif dan insinyur industri, dan
perwakilan universitas dan ilmuwan untuk berkolaborasi
tentang cara berkontribusi pada Indo-Pasifik yang bebas
dan terbuka melalui S&T. Konferensi ini akan berfokus
pada S&T yang mendukung Strategi Pertahanan Nasional,
memodernisasi kapabilitas utama, dan memperkuat
aliansi dan kemitraan.

Selama sesi khusus undangan, kami akan
mengadakan tinjauan portofolio S&T USINDOPACOM
dan membahas proyek S&T bersama yang sedang
berlangsung dan yang akan datang. Selain itu, Anda
akan dapat memanfaatkan persyaratan yang dikodefikasi
dari dua komando tempur dan komando sub-terpadu di
kawasan ini untuk membentuk portofolio S&T Anda guna
mendukung pejuang perang.

Sains dan teknologi merupakan faktor yang sangat
penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
operasional di bidang tanggung jawab yang luas, beragam,
dan kompleks. Bergabunglah dengan kepemimpinan S&T
sembari kita memajukan kapabilitas dan memperkuat
aliansi serta kemitraan untuk mendukung perdamaian,
stabilitas, dan keamanan di Indo-Pasifik.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://events.
techconnect.org/POST/

KOPRAL 2 ERWIN MICIANO/ANGKATAN LAUT A.S.
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SELURUH KAWASAN

erusahaan energi Thailand sedang naik daun. Jawara
minyak dan gas nasional, utilitas listrik dan pertambangan
batu bara, perusahaan surya dan angin baru, nyaris
semuanya berekspansi di Asia Tenggara, menerapkan
praktik dan teknologi yang dikembangkan di dalam
negeri. Thailand sedang menuai keuntungan dari dua dasawarsa
kebijakan energi pemerintah yang telah mendukung sektor ini.
Berbagai perusahaan juga memperoleh keuntungan dari pulihnya
harga minyak dan gas dari penurunan tiga tahun, meningkatnya
permintaan listrik akibat pertumbuhan ekonomi, dan teknologi
terbarukan yang kini bersaing dengan bahan bakar fosil.

Selain itu, meski junta militer yang telah memerintah
Thailand sejak pertengahan 2014 tidak memberikan cap
tersendiri pada sektor energi, mereka telah menargetkan
belanja infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan
memprioritaskan investasi di industri teknologi tinggi. Kebijakan
reformasi yang sudah lama ada telah mengubah perusahaan
energi negara Thailand PTT menjadi produsen minyak dan gas
internasional yang sukses, mendorong pengembangan produsen
tenaga listrik seperti Electricity Generating, dan mendorong
munculnya perusahaan terbarukan seperti Enery Absolute.

“Perusahaan tenaga listrik di Thailand telah mengembangkan
keahlian di sektor ini, dan sekarang memiliki posisi yang mantap
untuk mendukung pembangunan energi di kawasan ini,” kata
Robert Grant, kepala Asia Pasifik di SNC-Lavalin yang tercatat
di Kanada, sebuah perusahaan rekayasa dan konstruksi yang
berfokus pada energi, infrastruktur, dan pertambangan.

Sepuluh anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN) bersama-sama memiliki populasi lebih dari 600 juta
orang, dengan produk domestik bruto kolektif sebesar hampir
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42 ribu triliun rupiah (3 triliun dolar A.S.), menurut perusahaan
riset Statista.

Penggunaan energi ASEAN meningkat sebesar 60 persen
dalam 15 tahun terakhir, demikian menurut International Energy
Agency, yang juga mengatakan bahwa permintaan di kawasan
ini bisa tumbuh dua pertiga kali lipat lagi pada tahun 2040.
Perusahaan yang ingin ikut ambil bagian dalam pertumbuhan
di ASEAN dan di luarnya antara lain B. Grimm Power, sebuah
pengembang tenaga listrik Thailand yang sudah memiliki aset di
Vietnam dan Laos, dan Banpu Power, yang sedang membangun
pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Tiongkok.

“Anda sudah bisa melihat peningkatan aktivitas oleh investor
Thailand di kawasan ASEAN,” ujar Grant.

Ekspansi telah tecermin di bursa efek lokal, di mana saham
perusahaan energi tumbuh hampir 75 persen sejak awal tahun
2016, dibandingkan keuntungan pasar yang lebih luas yang
kurang dari separuhnya. Hal ini juga telah memicu serangkaian
pencatatan saham di bursa efek, di mana perusahaan tenaga
listrik Thailand telah menggalang lebih dari 28 triliun rupiah
(2 miliar dolar A.S.) dari penawaran saham perdana (IPO) pada
2016 dan 2017.

Pembangkit listrik terbesar ketiga di Thailand, Gulf Energy,
pada Desember 2017 mengadakan pencatatan saham terbesar
yang pernah disaksikan negara ini dalam satu dasawarsa, dengan
nilai lebih dari 9,8 triliun rupiah (700 juta dolar A.S.). Gulf
mengatakan bahwa pendapatan diharapkan akan meningkat
sebesar 18 persen pada 2018, didorong sebagiannya oleh investasi
besar dalam tenaga surya di Vietnam. Dana IPO akan digunakan
untuk membayar pinjaman dan membiayai pembangkit listrik
regional baru, katanya. Reuters



MOODY’S MENAIKKAN peringkat kredit

Moody’s meningkatkan peringkat kredit Indonesia pada April
2018 dikarenakan meningkatnya keyakinan bahwa pemerintah
akan mempertahankan rekam jejak terbarunya yang secara
bertanggung jawab mengelola kebijakan suku bunga dan
anggaran nasional.

Dalam sebuah langkah yang mendorong rencana ambisius
Presiden Joko Widodo untuk membentangi Indonesia dengan
jalan, pelabuhan, rel kereta dan bandara modern, Moody’s
Investors Service mengatakan bahwa badan usaha milik negara

yang mengambil lebih banyak utang untuk mendanai proyek
tersebut tidak menimbulkan “risiko yang signifikan”.

Peningkatan ini menaikkan peringkat kredit kedaulatan
Indonesia menjadi Baa2 dari peringkat tingkat investasi
terendah.

Dengan menyebutkan peningkatan manajemen ekonomi
dan fokus bank sentral untuk mengendalikan inflasi,
Moody’s mengatakan, “kebijakan ini dan cadangan keuangan
yang lebih besar memperkuat kapasitas Indonesia untuk

NDIA / ]\ £

MENINGKATKAN
KONEKTIVITAS

Pada April 2018, India sepakat untuk
membangun jalur kereta ke ibu kota
Nepal, Kathmandu, dan membuka jalur
perairan darat di negara Himalaya yang
dikelilingi daratan ini, yang juga berusaha
diperoleh Tiongkok melalui kesepakatan
transportasi.

Perjanjian ini muncul di akhir
pembicaraan di New Delhi antara
Perdana Menteri India Narendra Modi dan
Perdana Menteri Nepal K.R Sharma Oli,
yang melakukan kunjungan luar negeri
pertamanya ke India setelah kembali
berkuasa pada awal 2018.

Selama masa jabatan sebelumnya,
Oli menandatangani kesepakatan dengan
Beijing pada 2016 untuk menggunakan
jalan dan pelabuhan Tiongkok, berusaha
mengurangi ketergantungan Nepal pada
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menanggapi kejutan”.

Peringkat kredit yang lebih
tinggi dapat mengurangi biaya
peminjaman luar negeri dan
mendorong investasi asing.

Indonesia, dengan populasi
lebih dari 260 juta orang, adalah
perekonomian terbesar di Asia
Tenggara namun masih menghadapi
tantangan untuk meningkatkan
kesehatan dan pendidikan
penduduknya dan transparansi
pemerintahannya. The Associated Press

Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli, kedua dari kiri, menyapa Perdana Menteri India,

Narendra Modi, pada April 2018. Istri Oli, Radhika Shakya Oli, kiri, memberikan salam
dalam upacara penyambutan di istana presiden Rashtrapati Bhavan di New Delhi, India.

India untuk perdagangan dan transit.

Jalur kereta yang direncanakan dari
kota perbatasan Raxaul ke Kathmandu
akan menjadi proyek kereta paling
ambisius negara pegunungan ini. Nepal
saat ini hanya memiliki jalur kereta di
dataran selatannya.

“Sebagai langkah pertama... India
akan melakukan pekerjaan survei
persiapan dalam satu tahun,” demikian
menurut pernyataan bersama yang
dikeluarkan usai pembicaraan untuk
memfinalisasi perincian jalur tersebut.

Pejabat Nepal mengatakan bahwa
mereka sudah berbicara dengan Tiongkok

mengenai perpanjangan jaringan kereta
Tiongkok ke Nepal dari Tibet sebagai
bagian dari kebijakan Satu Sabuk,

Satu Jalan Tiongkok yang diikuti Nepal
pada 2017.

Analis mengatakan bahwa langkah
terbaru India ini dipicu oleh proyek
infrastruktur ekspansif Tiongkok di
Nepal saat kedua raksasa Asia berebut
pengaruh.

Rencana untuk mengembangkan
jalur perairan darat akan memberi akses
tambahan ke rute laut bagi kargo Nepal
dan meningkatkan perdagangan negara
tersebut, kata pejabat. Reuters
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A.S. MEMASUKKAN KELOMPOK YANG
DIKAITKAN DENGAN SERANGAN
INDIA DALAM DAFTARTEROR

o




KIRI: Aktivis di New Delhi, India, membakar poster Hafiz Saeed pada November
2015 untuk memperingati serangan 2008 di Mumbai. Plakat berbunyi:
“Basmi teroris Hafiz Saeed” dan “Bawa terdakwa serangan 26/11 ke India.”

Saifullah Khalid, presiden Liga Muslim Milli, berbicara di hadapan jurnalis
berita di Islamabad, Pakistan. Liga ini telah ditetapkan sebagai organisasi
teroris oleh Amerika Serikat. THE AssociATED PRESS

REUTERS

merika Serikat memasukkan kelompok politik
Pakistan yang disebut Liga Muslim Milli (MML)
dalam daftar organisasi teroris asing pada awal
April 2018, mengatakan bahwa MML hanya nama
samaran kelompok militan yang dipersalahkan atas
serangan berdarah 2008 di India.

MML dikendalikan oleh pemimpin Islamis Hafiz Saeed,
yang kepalanya dihargai 240 miliar rupiah (10 juta dolar
A.S.). Kelompok ini menjadi sorotan setelah menyodorkan
seorang calon dalam pemilu September 2017 untuk mengisi
kursi kosong yang ditinggalkan oleh Perdana Menteri
Nawaz Sharif yang digulingkan.

Saeed adalah pendiri Lashkar-e Tayyiba (LeT), yang
juga berada dalam daftar teroris A.S. dan dipersalahkan oleh
Amerika Serikat dan India atas serangan militan empat hari
di kota Mumbai, India pada 2008 yang menewaskan 166
orang. Saeed telah berulang kali menyangkal keterlibatan
dalam serangan itu.

Departemen Luar Negeri A.S. mengatakan bahwa
nama samaran Liga Muslim Milli telah ditambahkan dalam
penetapan LeT sebagai kelompok teroris.

“Penetapan ini bertujuan agar LeT tidak mendapatkan
sumber daya yang dibutuhkan untuk merencanakan dan
melakukan serangan teroris lebih lanjut,” kata Departemen

Luar Negeri A.S. dalam pernyataan yang telah dipersiapkan.

“Jangan salah: Apa pun nama yang dipilih LeT untuk
menyebut dirinya, mereka tetap kelompok teroris yang
kejam. Amerika Serikat mendukung semua upaya untuk
memastikan bahwa LeT tidak memiliki suara politik sampai
mereka menghentikan kekerasan sebagai alat pengaruh.”

Kementerian Luar Negeri Pakistan tidak segera
menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
Saeed dijadikan tahanan rumah pada Januari 2017 setelah
bertahun-tahun tinggal bebas di Pakistan, namun pengadilan
memerintahkan pembebasannya pada November 2017.

India menyambut baik keputusan A.S., mengatakan
Pakistan telah gagal memberantas militan.

“Individu dan entitas teroris diperbolehkan untuk
mengubah nama dan terus beroperasi bebas dari wilayah
di bawah kendali Pakistan,” kata juru bicara kantor
urusan luar negeri India di New Delhi. “Penetapan itu ...
menyoroti kegagalan Pakistan dalam memenuhi kewajiban
internasionalnya untuk membasmi suaka teroris dan
memutus pembiayaan teror.”

Pakistan sebelumnya menyangkal segala keterlibatan
negara dalam serangan Mumbai atau hubungan dengan LeT
dan kelompok militan lainnya. Pakistan memasukkan LeT
dalam daftar organisasi terlarang pada tahun 2002. Pada
Oktober 2017, komisi pemilu Pakistan melarang MML
mengikuti pemilu, mengatakan bahwa mereka memiliki
hubungan dengan kelompok militan dan tidak boleh
didaftarkan.

Pada Maret 2018, Pengadilan Tinggi Islamabad
memerintahkan komisi pemilu untuk mendaftarkan partai
tersebut. Di bawah tekanan Amerika Serikat, P.B.B. dan
lembaga internasional untuk memberantas pembiayaan
teroris, Pakistan menyusun rencana rahasia pada Desember
2017 untuk mengambil alih badan amal yang terkait dengan
Saeed. Sejak itu, Saeed telah memperkarakan keputusan
pemerintah di pengadilan.
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Korea Selatan dan
Australia menawarkan

opsi untuk meningkatkan

kapabilitas angkatan
laut Asia Tenggara

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
"Tenggara (ASEAN) sedang menyusun strategi
angkatan laut dan memodernisasi angkatan laut
mereka. Hal ini menghadirkan peluang bagi Korea
Selatan dan Australia untuk menjalin hubungan
khusus yang saling melengkapi dengan anggota
ASEAN saat mereka berupaya meningkatkan
kapabilitas industri pertahanan.

Ada beberapa pertanyaan relevan yang harus
dimengerti terlebih dahulu. Mengapa ASEAN
membutuhkan modernisasi angkatan laut?
Mengapa ASEAN membutuhkan hubungan khusus
yang saling melengkapi dengan mitra Asia, daripada
dengan Amerika Serikat atau Uni Eropa? Mengapa
negara-negara Asia Tenggara harus mencari
bantuan dari Korea Selatan dan Australia, daripada
Tiongkok? Apa yang dapat ditawarkan Korea
Selatan dan Australia untuk memenuhi kebutuhan
proses modernisasi angkatan laut Asia Tenggara?
Apa manfaat untuk ASEAN, dan untuk Korea
Selatan dan Australia, dalam mempertahankan
hubungan angkatan laut yang erat?

Kapabilitas industri pertahanan ASEAN
diharapkan akan mengalami peningkatan dari
pengadaan militer terpusat dan perluasan kerja
sama dalam mengembangkan senjata dan sistem
angkatan laut baru yang terjangkau sebagai
bagian dari program modernisasi angkatan laut
mereka. Ekspansi yang mencolok baru-baru
ini dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan
Rakyat (PLAN) di laut-laut sensitif kawasan ini
— yang paling jelas di Laut Cina Selatan — telah
mendorong reformasi umum industri pertahanan
nasional, dengan penekanan pada konsolidasi
dan sentralisasi industri pertahanan yang
terfragmentasi, membentuk kapabilitas industri
dalam negeri yang mandiri, mendiversifikasi
investasi riset dan pengembangan, mengupayakan

perjanjian kerja sama pertahanan dan bersama-
sama mengembangkan atau membeli aset generasi
berikutnya. Untuk mencapai tujuan ini, anggota
ASEAN harus mengoordinasikan kebijakan
pertahanan mereka dan berkolaborasi dengan
negara lainnya di kawasan ini, yang menghadirkan
tantangan yang signifikan.

Anggota ASEAN tidak sepakat dalam hal
kebijakan pengadaan pertahanan. Beberapa
mitra Indo-Pasifik serta yang lainnya ingin
mencari di luar kawasan. Menghadapi kebutuhan
mendesak untuk menangani ancaman maritim
yang dirasakan dari Tiongkok, pilihan mitra untuk
meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Asia

Korvet Angkatan Laut Malaysia, KD Lekir, kiri, dan fregat
Angkatan Laut Thailand, HTMS Naresuan, ikut serta dalam
tinjauan maritim di sepanjang selat dekat Pangkalan Angkatan
Laut Changi di Singapura. arp/GeTTy IMAGES

Tenggara memengaruhi kedaulatan nasional serta
keamanan nasional. Beberapa anggota ASEAN
ingin menunjukkan kebebasan dan kemandirian
mereka untuk bekerja sama dengan mitra mana
pun yang mereka pilih, tetapi negara lainnya takut
bahwa diversifikasi dapat merongrong kemitraan
keamanan yang sudah lama ada dengan Amerika
Serikat dan Eropa. Untuk mengintegrasikan
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Jika anggota ASEAN siap mengubah pola pikir
dengan mengalihkan kerja sama industri pertahanan
dari Amerika Serikat dan Eropa menuju kekuatan
tengah kawasan, maka mitra terbaik yang ada untuk
modernisasi angkatan laut yang terjangkau adalah
Korea Selatan dan Australia.




program industri pertahanan dengan prioritas
keamanan nasional, anggota ASEAN harus
menyeimbangkan faktor geopolitik terhadap
kebutuhan mereka akan kapabilitas pertahanan
yang terjangkau.

Negara-negara Asia Tenggara oleh karenanya
menghadapi pilihan: Apakah lebih penting
menjaga hubungan historis dengan pemasok
pertahanan Barat, sebagai bagian dari penyelarasan
geopolitik yang lebih luas dengan Barat, atau
haruskah anggota ASEAN mencari kerja sama
industri pertahanan dengan kekuatan tengah
kawasan ini? Pilihan
kedua memungkinkan
penekanan pada kerja
sama industri pertahanan
berbasis kapabilitas, dan
akan ada keuntungan
ekonomi signifikan
yang diperoleh dari
kebijakan keamanan dan
pertahanan bersama di
tingkat nasional dan regional, dengan pekerjaan
berbasis teknologi berkualitas tinggi dan potensi
sempalan (spin-off) dari investasi militer. Persoalan
kedaulatan nasional juga tecermin dalam keinginan
untuk mengupayakan “cara Asia” yang khas, di
mana sebagian mencita-citakan gaung Asia dari
“persatuan yang lebih erat” dari Eropa. Sebagian

Personel Angkatan Laut dan
Marinir Korea Selatan melakukan
penggerebekan terhadap
penangkapan ikan ilegal Tiongkok
di Zona Netral Muara Sungai Han
di Pulau Ganghwa, Korea Selatan.
Area ini telah menjadi zona netral
sejak berakhirnya Perang Korea
dan terlarang bagi semua kapal
sipil. cerTy Maces

Seorang penyelam Angkatan Laut Singapura menyerbu ke
galeri dalam pameran militer di perayaan Hari Nasional ke-52
Singapura di Marina Bay. Rreuters

besar setuju akan perlunya mencegah ancaman dari
Tiongkok, namun anggota ASEAN tetap terpecah

dalam hal mitra pertahanan mana yang paling baik
untuk mencapai tujuan ini.

Jika anggota ASEAN siap mengubah pola
pikir dengan mengalihkan kerja sama industri
pertahanan dari Amerika Serikat dan Eropa
menuju kekuatan tengah kawasan, maka mitra
terbaik yang ada untuk modernisasi angkatan
laut yang terjangkau adalah Korea Selatan dan
Australia. Kedua negara ini memiliki kapabilitas
riset dan pengembangan yang canggih, kebijakan
luar negeri/angkatan laut yang kuat dan
mendukung serta mampu menyediakan program
produksi angkatan laut skala besar. Kolaborasi
dengan Korea Selatan dan Australia menawarkan
banyak keuntungan: Interaksi budaya yang kaya
dengan anggota ASEAN termasuk apresiasi atas
“nilai-nilai Asia”, penggantian yang tepat waktu
terhadap aset tua angkatan laut, harga yang
bersaing, proses akuisisi angkatan laut yang andal
dan transparan serta prospek pengembangan
industri pertahanan di masa mendatang dan
sempalan yang dihasilkan dari modernisasi
angkatan laut.
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KEKUATAN TENGAH YANG KUAT
Angkatan Laut Korea Selatan (ROKN) dan
Angkatan Laut Australia (RAN) telah lama diakui
sebagai kekuatan angkatan laut yang tangkas dan
efektif, dengan pengalaman yang luas dalam kerja
sama keamanan maritim dengan mitra lainnya,
termasuk Angkatan Laut A.S. dan Pasukan Bela
Diri Maritim Jepang. Kerja sama angkatan
laut multinasional mereka telah ditunjukkan
dalam latihan keamanan maritim dan dalam
menanggapi keadaan darurat maritim regional
yang membutuhkan pencarian dan penyelamatan,
bantuan kemanusiaan, dan operasi bantuan bencana,
sering kali melalui kolaborasi dengan PLAN.
Mereka kini berupaya lebih mengembangkan
peran sebagai kekuatan tengah strategis mapan di
kawasan Indo-Pasifik. Mereka sangat dikagumi
berkat pendekatan strategis

Kapten Angkatan Laut kooperatifnya dan telah
Filipina, Roy Vincent Trinidad, berusaha keras untuk tetap
kanan, berbicara dengan ramah dengan Amerika

Australia saat HMIAS Adelaide
Angkatan Laut Australia
mengunjungi Filipina untuk
meningkatkan hubungan

perwira Angkatan Laut

Serikat dan juga Tiongkok.
Dalam hal ini, Korea
Selatan dan Australia
merupakan panutan bagi
banyak negara lain di

bilateral.
THE ASSOCIATED PRESS

kawasan ini, yang berharap tidak harus memilih di
antara kedua kekuatan besar tersebut.

Wajar bagi ROKN dan RAN untuk
mempertahankan kemitraan interoperasional
yang erat dengan angkatan laut Asia Tenggara
dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina.
Beberapa negara tersebut ikut serta dalam pasukan
P.B.B. yang berjuang dalam Perang Korea melawan
Korea Utara dan Tiongkok. Anggota ASEAN
telah mendapatkan keuntungan dari kapal patroli
pantai yang dipasok oleh ROKN dan RAN untuk
meningkatkan kapabilitas melawan keangkuhan
maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Juga ada
keuntungan kolektif lebih luas yang diperoleh
dari membina hubungan yang saling melengkapi
antara anggota ASEAN dengan ROKN dan RAN.
Modernisasi angkatan laut adalah batu loncatan
yang berguna untuk mewujudkan berbagai
kepentingan bersama yang jauh lebih luas.

Korea Selatan dan Australia memiliki kesempatan
untuk membangun sistem kerja sama industri
pertahanan regional yang dapat bertahan selama
beberapa dekade, mengembangkan tenaga kerja
yang terampil, pangkalan manufaktur maju dan
kapabilitas teknologi militer. Semua faktor ini akan
memfasilitasi entri ke dalam rantai pasokan global
industri pertahanan, dan ROKN dan RAN pada saat
yang bersamaan akan bekerja sama dengan ASEAN
demi keamanan bersama kawasan ini. Memang, kerja
sama industri angkatan laut dan pertahanan bilateral
sudah berkembang. Misalnya, Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering dan Hanjin Heavy Industries



bekerja sama dengan galangan kapal domestik
Indonesia untuk membangun landing helicopter
dock dan kapal selam.

TANTANGAN TETAP ADA

Meski Korea Selatan dan Australia dapat
menyediakan aset angkatan laut dan penjaga
pantai yang lebih murah dan lebih spesifik bagi
kebutuhan ASEAN, kecil kemungkinan hal ini
menjadi penentu dalam sengketa maritim antara
Tiongkok dan ASEAN, dan tidak akan menjadi
pemicu transformasi lingkungan keamanan
maritim regional.

Tiongkok terus mendestabilisasi tatanan
maritim yang baik di kawasan ini, dan pilihan
terbaik untuk meningkatkan
keamanan maritim pastinya
adalah membangun jaringan
kerja sama maritim yang
lebih luas di antara kekuatan
tengah kawasan dan antara
kekuatan ini dan kekuatan
yang lebih lemah. Saran
konkret untuk mendekatkan
Korea Selatan dan Australia
antara lain:

* Mengembangkan
sasaran bersama bagi
kerja sama industri
pertahanan berjaringan
baik pada tingkat
kebijakan maupun
operasional melalui
“Pembicaraan 2+2”
antara menteri luar
negeri dan pertahanan.

* “Pembicaraan Staf
AL-dengan-AL” antara
ROKN dan RAN.

* Mengadakan konferensi dan permainan
politik-militer.

* Menjaga interoperabilitas antara kedua
angkatan laut untuk memfasilitasi kerja sama
angkatan laut gabungan.

* Membina hubungan antara jaringan petugas
atase pertahanan sipil atau militer.

* Mengupayakan koordinasi pertahanan antara
perusahaan pertahanan milik sipil dan yang
disponsori pemerintah.

"Tentu saja, Korea Selatan dan Australia
harus secara bersamaan berusaha memperdalam
hubungan dengan ASEAN.

Kendati demikian, meski dengan kerja sama
industri angkatan laut bilateral yang lebih erat
antara Korea Selatan dan Australia, dan antara

kedua negara ini dengan anggota ASEAN,
tantangan serius akan tetap ada. Cara terbaik bagi
Korea Selatan dan Australia untuk menjawab
tantangan ini adalah dengan berfokus pada kerja
sama pertahanan berbagi kapabilitas daripada pada
persaingan. Karena keduanya memiliki kebutuhan
pokok domestik agar senjata dan sistem baru
memiliki interoperabilitas dengan militer A.S.,

ini adalah alasan lain bagi mereka untuk bekerja
sama. Standar umum interoperabilitas kemudian
dapat menjadi faktor lain, di samping harga yang
terjangkau dan pengiriman yang lebih cepat, untuk
membantu Korea Selatan dan Australia membujuk
faksi-faksi politik di dalam ASEAN yang enggan
untuk menjauh dari pemasok A.S. dan Eropa

Personel Angkatan Laut Malaysia melakukan misi pencarian
dan penyelamatan bagi orang perahu di dekat perbatasan
Thailand-Malaysia. arp/GeTTY IMAGES

yang telah ada. Korea Selatan dan Australia harus
bekerja sama untuk menyediakan kerangka kerja
sama pertahanan dan angkatan laut bagi anggota
ASEAN, mentransfer teknologi tinggi untuk
mendukung program industri pertahanan mereka
dan meningkatkan kapabilitas industri pertahanan
pribumi. Kemitraan angkatan laut dan pertahanan
yang saling melengkapi antara Korea Selatan dan
Australia dapat membentuk landasan hubungan
keamanan dan pertahanan regional yang lebih erat
di masa yang akan datang. O

Majalah berita online The Diplomat pertama menerbitkan artikel ini pada 27 Oktober
2017. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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Menghindari

Dengan bantuan berbagai pthak, Korea Utara
mengelak dart larangan P.B.B.

STAF FORUM

alam bulan-bulan menjelang pertemuan
puncak bersejarah antara Amerika
Serikat dan Korea Utara, sanksi yang
menargetkan segalanya dari makanan
laut dan ekspor tenaga kerja Korea Utara
hingga hukuman terhadap bank yang tidak patuh
disesuaikan untuk mengekang program senjata
nuklir dan rudal rezim penjahat. Namun, laporan
P.B.B. yang dirilis pada Maret 2018 mengungkapkan
bahwa Korea Utara melanggar sanksi P.B.B. pada
2017 dengan mengekspor batu bara dan komoditas
terlarang lainnya senilai

— setidaknya 2,8 triliun
Pekerja memproses sutra rupiah (200 juta dolar
di Pabrik Sutra Kim Jong A.S).

Suk di Pyongyang, Korea Kor r hkan
Utara. Sanksi P.B.B. 0 ea. Utzll( a ba ak
melarang Korea Utara IMENgIrimxyan pasoxan

mengekspor tekstil, yang dilarang ke Suriah,

seperti yang diproduksi di

se erti termometer, katu
pabrik ini. arp/GETTY IMAGES p ’ b,

dan ubin tahan asam,
puluhan kali selama satu
dekade untuk membantu
program senjata kimia Suriah, kata laporan itu.

Bagi sekutu yang ingin Korea Utara mengubah
perilakunya, juru bicara P.B.B. Stephane Dujarric
menawarkan tantangan ini: “Saya pikir pesan teramat
penting adalah bahwa semua negara anggota memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk mematuhi
sanksi yang berlaku,” demikian menurut laporan surat
kabar The New York Times.

KAMPANYE TEKANAN

Meski dengan upaya Korea Utara untuk menghindari
sanksi, langkah tersebut tetap memiliki dampak. Ketika
diktator Korea Utara Kim Jong Un pada Maret 2018
mengatakan ia tidak akan melakukan uji coba nuklir
atau rudal lebih lanjut sampai ia bertemu dengan
Presiden A.S. Donald Trump, pejabat A.S. menyebut
terobosan ini sebagai hasil dari kampanye tekanan
terhadap Pyongyang.

“Dengan ini [kampanye tekanan] kita sekarang
sampai di titik di mana kita bisa mengupayakan solusi
diplomatik bagi denuklirisasi Semenanjung Korea
sepenuhnya,” kata Letnan Jenderal H.R. McMaster,
yang saat itu menjabat sebagai penasihat keamanan
nasional Presiden Trump, demikian menurut majalah
Time. “Jadi, kami bertekad mengupayakan cara
tersebut.”

Langkah tersebut membantu menarik Kim ke
meja perundingan. Pertemuan 12 Juni 2018 antara
Kim dan Trump adalah tontonan internasional dan
mengarah pada pernyataan bersama di mana Kim
setuju untuk melakukan denuklirisasi sebagai ganti
jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Akan tetapi,
"Trump mengatakan sanksi akan tetap berlaku sampai
ia melihat bagaimana Korea Utara menepati janjinya
untuk meninggalkan pengembangan senjata nuklir.

"Tekanan terhadap negara miskin Kim telah
bertambah selama beberapa waktu. Pada tahun
2017, P.B.B. menyetujui sanksi terberatnya terhadap
Korea Utara, yang secara efektif membuat sekitar 90
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Nikki Haley, duta besar A.S. untuk P.B.B., memberikan suara
bersama anggota Dewan Keamanan P.B.B. lainnya untuk
memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara pada
Desember 2017. Gerry IMAGES

persen ekspor Korea Utara ilegal menurut hukum
internasional, demikian menurut Nikki Haley, duta
besar A.S. untuk P.B.B.

“Hari ini, kami mencoba merenggut masa depan
program nuklir Korea Utara dari tangan rezim

penjahat,” kata Haley pada September 2017, menurut

sebuah artikel di surat kabar The Washington Post.
“Hari ini, kami mengatakan dunia tidak akan pernah
menerima senjata nuklir Korea Utara.”

Sanksi P.B.B. juga melarang ekspor tekstil Korea

Utara dan membatasi impor minyak Pyongyang.
Sanksi ini merupakan tambahan dari sanksi
sebelumnya yang membatasi kemampuan Korea
Utara untuk mengekspor batu bara, bijih besi,
dan makanan laut. Selama beberapa tahun, P.B.B.
memperluas sanksi tersebut dengan menyertakan
pembekuan aset orang-orang yang terlibat dalam
program nuklir Korea Utara, dan larangan ekspor
peralatan listrik, mineral, makanan, dan produk
pertanian, serta buruh. Meski efektivitas upaya ini
telah diperdebatkan selama bertahun-tahun sebab

Pyongyang melanjutkan uji coba dan program rudal

jarak jauh dan senjata nuklirnya, beberapa pakar
internasional mengatakan bahwa upaya tersebut
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Meskt mungkin memerlukan lebih banyak waktu agar dampak
sankst yang lebih keras menjadi jelas, pemerintah Kim
kemungkinan setuju untuk melakukan pertemuan puncak
karena takut apa yang akan terjadi selanjutnya.

berperan dalam keputusan Korea Utara untuk
menangguhkan uji coba.

Ekspor Korea Utara turun 30 persen pada 2017,
menurut laporan BBC News. Ekspor ke Tiongkok —
mitra perdagangan terbesar negara itu — menurun
dengan cepat karena Beijing mulai berpartisipasi
lebih penuh dalam program sanksi P.B.B.. Pada
akhir 2017, Tiongkok melaporkan tidak ada impor
aluminium, batu bara, tembaga, besi, timah, atau
seng dari Korea Utara. Kendati demikian, Tiongkok
terus mengekspor bahan bakar, jagung, kapas, minyak
kelapa sawit, beras, karet, dan baja tahan karat ke
Korea Utara sementara mengimpor pupuk, kayu, dan
baja, menurut laporan Bloomberg.com.

Meski mungkin membutuhkan lebih banyak
waktu agar dampak sanksi yang lebih berat menjadi
jelas, pemerintahan Kim kemungkinan menyetujui
pertemuan puncak karena takut apa yang akan terjadi
berikutnya. “Banyak dari langkah yang lebih keras
tersebut akan memerlukan lebih banyak waktu,
implementasi yang luas dan ketat agar sepenuhnya
efektif,” kata William Newcomb, mantan anggota
Panel Pakar P.B.B., kepada BBC News. “Indikasi awal
tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang
kemungkinan menjadi lebih jelas bagi Pyongyang.”

LEBIH BANYAK PEKERJAAN
MENANTI

Korea Utara membutuhkan bantuan untuk
mendapatkan 2,8 triliun rupiah (200 juta dolar A.S.)
dari penjualan komoditas yang dilarang. Korea Utara

mengirimkan batu bara ke pelabuhan di banyak
negara, termasuk Tiongkok dan Rusia, sering kali
menggunakan dokumen palsu yang menunjukkan
batu bara berasal dari negara selain Korea Utara.
Korea Utara “sudah mencemooh resolusi terbaru
dengan mengeksploitasi rantai pasokan minyak global,
warga negara asing yang terlibat aktivitas ilegal,
daftar perusahaan luar negeri, dan sistem perbankan
internasional,” tulis pemantau P.B.B. dalam laporan
213 halaman pada 2018.

Laporan itu secara khusus mengkritik Rusia
dan Tiongkok karena gagal menegakkan sanksi
terhadap barang termasuk batu bara, barang mewabh,
dan minyak. Sanksi belum diikuti, kata laporan



Presiden A.S. Donald Trump berjabat tangan dengan pemimpin
Korea Utara Kim Jong Un dalam pertemuan puncak di Singapura
setelah negara Kim mengelak dari sanksi ekonomi selama
berbulan-bulan. reuters

itu, “dengan niat politik, koordinasi internasional,
prioritisasi, dan alokasi sumber daya yang diperlukan
untuk mendorong implementasi yang efektif.”
Tiongkok, yang mewakili 90 persen perdagangan
Korea Utara, telah berfungsi sebagai fasilitator utama
perdagangan pasar gelap Korea Utara, demikian
menurut P.B.B. Selama 2017, Tiongkok dan Rusia
terus memungkinkan pelanggaran sanksi P.B.B.
dengan mengimpor batu bara, tembaga, bijih besi,
dan baja dari Korea Utara.

Partisipasi Tiongkok dalam program sanksi
bisa menjadi faktor penentu keberhasilan program
tersebut. “Ingat bahwa Tiongkok, pada kenyataannya,
mewakili sekitar 90 persen perdagangan barang
Korea Utara; ada pendapatan jasa lain yang berasal
dari sana-sini yang lebih sulit dilacak, meski telah ada
tekanan pada negara-negara untuk mengusir diplomat
yang terlibat dalam bisnis,” ungkap Stephan Haggard,
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Militer Korea Utara memamerkan persenjataannya dalam parade

militer untuk memperingati 105 tahun kelahiran mantan pemimpin

negara, almarhum Kim Il Sung. arp/cerTy Maces

seorang visiting fellow di Peterson Institute of
International Economics, kepada FORUM. “Akan ada
beberapa kebocoran negara kecil, tetapi pertanyaan
utamanya adalah: Seberapa banyak yang dilakukan
Tiongkok? Sisanya adalah perubahan kecil — bukan
sama sekali tidak penting, namun sudah diperkirakan.
Korea Utara tidak bisa bertahan dengan sejumlah
kecil perdagangan dengan Malaysia atau Namibia.”

Anggota lain dari Dewan Keamanan P.B.B. juga
merupakan kunci. Rusia, menurut laporan P.B.B. dan
media, terus terlibat dalam perdagangan terlarang
dengan Korea Utara. Reuters melaporkan pada
Desember 2017 bahwa tanker Rusia dalam setidaknya
tiga kejadian memasok bahan bakar ke Korea Utara
dengan mentransfer kargo di laut.

Laporan P.B.B. mengatakan “upaya terkoordinasi
oleh Negara-Negara Anggota sangat penting untuk
memberantas aktivitas gelap yang marak terjadi
ini.” Peningkatan sanksi, kata laporan itu, telah
menciptakan pasar yang menggiurkan bagi pedagang
dukungan Korea Utara yang “berusaha mendapatkan
minyak bumi sembari mengekspor sumber daya
alam negara itu. Margin keuntungan yang ada,
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ditambah dengan sifat offshore dari banyak sektor
minyak, maritim, dan keuangan yang terdampak,
membutuhkan uji tuntas, pembagian informasi, dan
penertiban diri sektor swasta yang jauh lebih besar.”

PERDAGANGAN SENJATA
MENDANAI REZIM

Meski seluruh dunia mengutuk uji coba nuklir dan
rudal Korea Utara, negara-negara terus terlibat
dalam transaksi senjata terlarang dengan rezim

ini. Dari Afrika sampai Indo-Pasifik, P.B.B. “telah
menyelidiki berbagai macam proyek kerja sama
militer yang dilarang,” ungkap laporan tersebut,
“termasuk kerja sama rudal balistik yang sedang
berlangsung dengan Suriah dan Myanmar, transaksi
senjata konvensional yang meluas dan operasi siber
untuk mencuri rahasia militer.”

P.B.B. menemukan bahwa diplomat Korea Utara
terus memainkan peranan penting dalam mendorong
program terlarang negara itu, menyediakan “dukungan
logistik untuk transfer senjata, teknisi militer, dan
operasi intelijen, bertindak sebagai tameng bagi entitas
dan individu terlarang dan terlibat dalam kegiatan
komersial yang melanggar resolusi dan Konvensi Wina
tentang Hubungan Diplomatik.”

Penyelidik P.B.B. melaporkan pada 2017 bahwa
pengiriman udara dari Tiongkok yang berisi peralatan
komunikasi militer Korea Utara dicegat di negara
yang tidak disebutkan namanya dalam perjalanan
menuju Eritrea di Afrika. Pakar P.B.B. juga menyelidiki
penyitaan kapal Korea Utara, Jie Shun, di Mesir pada
Agustus 2016. Kapal itu membawa 2,3 ton bijih besi
dan 30,000 granat berpeluncur roket. Laporan P.B.B.
tersebut tidak menyebutkan
negara tujuan.

BANK YANG
MENGIZINKAN
AKSES

Sanksi juga dirancang
untuk mencegah Korea
Utara mengakses sistem
perbankan global. Namun,
rezim itu terus mengakses
bank internasional “melalui
praktik penipuan yang
digabungkan dengan
kelemahan kritis dalam
pelaksanaan sanksi
keuangan,” ujar laporan
P.B.B. Lembaga keuangan
Korea Utara memiliki
lebih dari 30 perwakilan
di luar negeri “yang
tinggal dan bergerak
bebas melintasi perbatasan
di Timur Tengah dan
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Asia, tempat mereka mengontrol rekening bank,
memfasilitasi transaksi, dan berurusan dengan
uang tunai dalam jumlah besar.” Penyedia layanan
korporat menghadirkan “kerentanan utama dalam
implementasi sanksi keuangan,” memungkinkan
Korea Utara untuk membuat perusahaan kedok
di luar negeri dan di pusat keuangan Asia untuk
membantu memindahkan uang ke seluruh dunia.

Amerika Serikat memberikan sanksi pada sebuah
bank Tiongkok karena memfasilitasi akses ke pasar
keuangan tersebut. Pada Juni 2017, Departemen
Keuangan A.S. mengenakan denda pada Bank of
Dandong, memutus aksesnya ke lembaga keuangan
A.S. Departemen Keuangan melabeli bank tersebut
sebagai “lembaga keuangan asing dengan masalah
utama pencucian uang.” Departemen Keuangan
juga telah memberikan sanksi pada dua orang dari
Tiongkok, serta sebuah perusahaan Tiongkok, Dalian
Global Unity Shipping Co. Ltd.

“Bank ini telah berfungsi sebagai gerbang bagi
Korea Utara untuk mengakses sistem keuangan A.S.
dan internasional, memfasilitasi jutaan dolar transaksi
untuk perusahaan yang terlibat dalam program
nuklir dan rudal balistik Korea Utara,” ujar Menteri
Keuangan A.S. Steven Mnuchin. “Amerika Serikat
tidak akan tinggal diam untuk tindakan seperti itu.”

KUCING-KUCINGAN DI LAUT

Korea Utara berupaya keras menyembunyikan
pengiriman komoditas terlarangnya. “Dalam
melanjutkan ekspor batu bara terlarangnya, negara ini
menggabungkan penipuan pola navigasi, manipulasi
sinyal, trans-shipment, dan penipuan dokumentasi




untuk mengaburkan asal batu bara,” ungkap laporan
P.B.B. Maret 2018.

Namun, tidak semua penipuan itu kompleks.
Dalam beberapa kasus, itu hanyalah perubahan nama
saja. Jin "Teng, yang diberi sanksi oleh A.S. pada Maret
2016, berubah menjadi Shen Da 8 kemudian Hang
Yu 1, demikian menurut laporan Bloomberg News.
Jin Tai 7, yang juga diberi sanksi oleh A.S., mengubah
namanya menjadi Sheng Da 6 kemudian Bothwin 7.
Kedua kapal itu tetap ada dalam daftar kapal yang
telah diberi sanksi oleh A.S. Bothwin 7 mengunjungi
pelabuhan Lianyungang, Tiongkok, pada Januari
2018, bulan yang sama ketika Hang Yu 1 singgah
di Pelabuhan Ningbo-Zhoushan, Tiongkok. Kedua
kapal tersebut berbasis di Pyongyang dan diberi
sanksi oleh P.B.B.

Anggota P.B.B. sangat menyadari polanya
dan menyesuaikan upaya mereka. Pada Februari
2018, Departemen Keuangan A.S. mengumumkan
sejumlah besar sanksi baru terhadap 27 entitas
dan 28 kapal dalam langkah yang bertujuan untuk
“secara signifikan menghambat kemampuan Korea
Utara untuk melakukan kegiatan maritim licik yang
memfasilitasi transportasi batu bara dan bahan bakar
gelap, dan membatasi kemampuan rezim ini untuk
mengirim barang melalui perairan internasional.”
Panel P.B.B. menambahkan bahwa Korea Utara
mampu melanjutkan kegiatan penyelundupan
sebagiannya melalui penggunaan daftar bendera
asing. Sekitar separuh kapal yang dilarang telah
ditandai di Mongolia tetapi dihapus dari daftar setelah
pengenaan sanksi. Banyak yang telah bermigrasi ke
bendera Tanzania, kata laporan P.B.B.

UPAYA BERSAMA

Kunci untuk mencapai sasaran denuklirisasi
Semenanjung Korea dapat bergantung pada seberapa
penuh anggota P.B.B. berpartisipasi. Bahkan

dengan partisipasi setengah-setengah sekalipun,
Haggard dari Peterson
Institute mengatakan
bahwa program ini
kemungkinan memiliki
sejumlah dampak. Sanksi
“mungkin berkontribusi
pada beberapa substitusi
impor: perusahaan
domestik — baik
pemerintah maupun swasta
— mencari cara membuat barang yang sebelumnya
diimpor, atau langsung tidak menggunakannya,”

kata Haggard. “Namun dampak terbesar adalah
menurunnya pendapatan valuta asing dari ekspor.
Kecuali pemerintah dapat memperoleh kredit atau
melepaskan kepemilikan valuta asing dari rekeningnya
sendiri, ini artinya akan terjadi kelangkaan dalam
beberapa bulan mendatang.”

Korea Utara meluncurkan
rudal balistik antarbenua,
yang disebut Hwasong-15,
pada November 2017
yang melanggar sanksi
P.B.B. reuters

Kapal kargo Korea Utara Jin Teng, yang ditunjukkan di sini sedang
mengirim biji minyak kelapa sawit ke pelabuhan di Filipina, diberi
sanksi oleh P.B.B. dan A.S. karena melanggar sanksi. Korea Utara
telah mengubah namanya dua kali untuk menghindari deteksi.
Kapal itu berubah menjadi Shen Da 8 dan Hang Yu 1. arp/GeTTY IMAGES

Keputusan Tiongkok untuk mengenakan sanksi
secara tegas sangat penting. Beijing lebih lambat
dibandingkan banyak anggota P.B.B. lainnya dalam
meningkatkan sanksi. Tiongkok, menurut Dewan
Hubungan Luar Negeri, merupakan sumber utama
makanan dan energi Korea Utara. Tiongkok secara
historis menentang sanksi internasional keras
sebagiannya karena takut akan runtuhnya rezim
Kim dan pengungsi berbondong-bondong masuk ke
Tiongkok.

Namun, uji coba nuklir dan rudal Korea Utara
telah memicu Tiongkok menggunakan nada yang lebih
keras terhadap sekutu lamanya. Setelah Korea Utara
meluncurkan rudal balistik pada November 2017,
Tiongkok menyatakan “tentangan dan keprihatinan
yang mendalam”. Tiongkok mendukung sebagian
sanksi PB.B., tetapi tidak sebelum beberapa langkah
dari versi draf dibuang, termasuk embargo minyak dan
otorisasi untuk menggunakan kekuatan ketika kapal
tidak mematuhi inspeksi yang diperintahkan.

Namun, Korea Utara akhirnya setuju bernegosiasi
untuk meredakan perselisihan atas program
senjatanya, yang memicu sebagian optimisme.
“Setiap kali diberlakukan sanksi, akan ada kebocoran
[orang yang tidak mematuhi sanksi] karena hal itu
menguntungkan; pialang dan penyelundup muncul
untuk menangani bisnis gelap ini,” ujar Haggard.
“Namun kita harus mengingat gambaran yang lebih
besar — bahwa kategori komoditas utama berada di
bawah tekanan, dan perusahaan yang memiliki ukuran
untuk menangani pengiriman besar komoditas seperti
batu bara dan bijih besi, mungkin tekstil dan produk
bahari, umumnya dilarang melakukannya. Saya pikir
sanksi memiliki dampak, dan itulah sebabnya Korea
Utara kembali ke meja perundingan.” O
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ereka mengikuti latihan baku tembak dengan amunisi
aktif. Mereka menyerbu pantai sementara pesawat
penyerang memberikan perlindungan. Mereka
bahkan menguji kemampuan bertahan hidup di hutan
Thailand yang panas dengan meminum darah ular.

Kendati adanya serangkaian pengalaman yang
sama beragamnya dengan para peserta, warisan
abadi Cobra Gold 2018 bukanlah serangan amfibi
yang tajam, mortir yang ditembakkan dengan jitu
atau bahkan gedung sekolah yang dibangun bagi
komunitas Thailand. Ciri khas Cobra Gold senantiasa
berupa persahabatan abadi yang terjalin antara
pasukan militer negara-negara mitra.

“Tantangan keamanan global membutuhkan solusi
global,” kata Laksamana Harry B. Harris, Jr., yang
saat itu menjabat sebagai komandan Komando Indo-
Pasifik A.S., dalam upacara penutupan Cobra Gold
2018, latihan militer multinasional terbesar di Indo-
Pasifik. “Jadi, saya terinspirasi oleh aliansi mendalam
kami dengan Thailand dan berkomitmen memperluas
kemitraan kami dengan negara-negara berpikiran
sama sembari kita semua bekerja sama menjaga
kawasan ini tetap aman, makmur, dan damai.”

Cobra Gold 2018, yang digelar bersama oleh
Thailand dan A.S. pada Februari 2018, menarik 29
negara ke Thailand. Tujuh negara — Indonesia,
Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan,
Thailand, dan A.S. — berpartisipasi penuh dengan
menyediakan personel dan peralatan untuk latihan.
Seorang veteran Cobra Gold Thailand sepakat
dengan Harris bahwa menjalin hubungan adalah
indikator terpenting bagi keberhasilan.

Prajurit Thailand mengibarkan
bendera dalam acara

pembukaan Cobra Gold 2018
di Bandara U-Tapao di provinsi

“Ini membantu mengembangkan dan memperkuat
hubungan antara ketujuh negara yang berpartisipasi,”
kata Kolonel Khajornsak “Jorn” Pullphothong,
direktur Divisi Pengendalian Latihan Angkatan
Bersenjata Kerajaan Thailand. “Ini [Cobra Gold]
semakin meningkat setiap tahun.”

Jorn mengatakan kepada FORUM bahwa ikatan
yang terjalin selama iterasi lampau Cobra Gold
membuahkan hasil saat gempa bumi melanda Nepal
pada April 2015, yang menewaskan 9.000 orang dan
melukai 22.000 orang. Karena militer Thailand telah
bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura selama
latihan Cobra Gold sebelumnya, negara-negara ini
dengan cepat membentuk tim tanggap ketika mereka
tiba di Nepal. “Kami tidak perlu mengembangkan
segalanya dari nol,” kata Jorn. “Kami saling percaya.”

Kemitraan antara negara-negara tuan rumah juga
berkontribusi terhadap keamanan regional. “Angkatan
Darat Kerajaan Thailand dan A.S. memiliki hubungan
panjang yang telah berkontribusi pada keamanan dan
stabilitas di kawasan ini,” kata Kolonel Anthony Lugo,
komandan Tim Tempur Brigade Infanteri ke-2, Divisi
Infanteri ke-25. “Upaya pelatihan bermitra yang
berlangsung hari ini akan memastikan bahwa kedua
pasukan kami akan siap untuk segera dikerahkan
dalam menanggapi krisis di kawasan ini esok.”

Menyerang pantai

Dalam simfoni kapal, pesawat pendarat, dan pesawat
penyerang yang ditata dengan selaras, Marinir

dari Korea Selatan, Thailand, dan A.S. merekayasa
serangan amfibi di Pantai Hat Yao Thailand saat
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Kendaraan serangan
amfibi Korea Selatan
membuat tabir

asap saat mereka
mendekati pantai
Hat Yao dalam Cobra
Gold 2018.

THE ASSOCIATED PRESS




Cobra Gold 2018 dimulai. Simulasi
serangan dimulai 3,2 kilometer

dari pantai, tempat kapal amfibi
meluncurkan pesawat pendarat bersama
dengan operasi penerbangan. Pameran
interoperabilitas yang mulus bukanlah
suatu kebetulan.

“Serangan amfibi ini adalah puncak dari perencanaan
selama berbulan-bulan. Saya bangga dengan pelaksanaan
yang aman dan luar biasa dari semua yang terlibat,”
kata Laksamana Muda Angkatan Laut A.S. Brad
Cooper, komandan Armada ke-7 Pasukan Amfibi dan
wakil komandan Satuan Tugas Amfibi Cobra Gold.
“Dari perspektif Angkatan Laut ke Angkatan Laut,
hubungan kami dengan Thailand selalu kuat, dan latihan
ini memperkuat ikatan dan kemampuan kami untuk
merespons bersama-sama sebagai kekuatan gabungan.”

Personel di atas kapal, pesawat pendarat, dan
pesawat terbang menghabiskan waktu berhari-hari
melatih penyerangan untuk memastikan waktu dari
tiap gelombang mencapai tujuan. Petugas penghubung
menjadi staf di tiap kapal untuk memastikan bahwa
maksud setiap negara dipahami.

“Bekerja sama seperti ini adalah bukti aliansi bersama
kami,” kata Letnan Youngwon Kim, seorang perwira
Angkatan Laut Korea Selatan yang bertugas di atas kapal
penyerang amfibi USS Bonhomme Richard, menurut
cerita yang diterbitkan oleh Korps Marinir A.S.

Marinir Korea
Selatan
berpartisipasi
dalam latihan
serangan amfibi di
provinsi Chonburi,
Thailand.

REUTERS

Menjaga perdamaian
Masalah selalu meletup di benua fiksi Pasifika. Di atas
peta yang mencerminkan Amerika Serikat bagian barat,
negara khayalan Sonora dan Mojave kembali berkonflik.
Setelah Sonora menginvasi Mojave, pemimpin
Command Post Exercise Cobra Gold menyertakan
beberapa kejutan bagi peserta pelatihan untuk mengukur
bagaimana mereka menjaga jalur pasokan tetap berjalan,
mengumpulkan intelijen, menahan petempur musuh dan
menegakkan perdamaian.

Skenario ini dirancang mengikuti pola invasi Irak
ke Kuwait pada tahun 1990. Selain mengelola operasi
pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa,
personel militer juga mengawasi evakuasi nonkombatan.
Kejutan terus mengalir. Sewaktu berusaha menegakkan
perdamaian, peserta dihadapkan dengan simulasi ledakan
di rumah sakit Mojave yang menimbulkan banyak korban.
Sementara itu, Sonora menyalahkan Satuan Tugas
Gabungan multinasional atas ledakan tersebut. Satuan
tugas harus mengidentifikasi sumber ledakan.

Latihan ini juga menantang para komandan
untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang
kompleks, jadi peserta dipandu oleh perwakilan Komite
Internasional Palang Merah (ICRC) dan Komisioner
Tinggi P.B.B. untuk Pengungsi.

“Dengan memainkannya secara realistis, ini membuka
percakapan dan pemahaman yang lebih baik di antara
organisasi,” kata Paul Baker, delegasi ICRC untuk

N
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“Manfaat hekerya sama dengan semua
pasukan multmasional mi adalah
memahami apa vang mereka hadirkan

pada saat hencana.”

~ Mayor Robert L. Vandertuin dari Angkatan Darat A.S.,
kepala satuan tugas operasi sipil-militer gabungan bersama
untuk Cobra Gold

kelompok militer dan bersenjata di Asia Tenggara. “Sangat

penting bagi pasukan untuk memahami peran ICRC dalam
konflik. Para perencana sangat hebat dengan menyertakan

kami dalam latihan ini.”

Letnan Kolonel Norhayati Hassan dari Markas Pasukan
Gabungan Malaysia mengatakan bahwa Command Post
Exercise memberikan pengalaman baru bagi perwira Malaysia
yang belum pernah terpapar operasi multinasional.

“Di ruang perang dengan pasukan lain, Anda mendapatkan
dukungan dari pihak lain untuk berbagi kapabilitas dan
kapasitas,” katanya. Bagi pasukan Malaysia, ia mengatakan,
latihan itu membuka mata mereka. “Mereka tidak terbiasa
dengan operasi gabungan,” ujarnya, “dan ini adalah koalisi.”

Bersiap menghadapi bencana
Di kawasan yang paling rawan bencana di dunia, bantuan
kemanusiaan dan bantuan bencana menjadi pusat perhatian.
Negara-negara yang memerangi gempa bumi, topan, tanah
longsor, dan banjir bekerja sama dalam skenario yang
melibatkan penyelamatan,
evakuasi, dan pengobatan
medis darurat.

Di Pusat Pelatihan Bantuan
Bencana seluas 20 hektar
di provinsi Chachoengsao,
Thailand, tim tanggap bencana
diturunkan dengan tali dari
helikopter ke tempat kejadian
bencana tiruan. Penyelamat
menyisir reruntuhan bangunan
yang roboh untuk mencari
korban sebelum membawa
mereka ke rumah sakit
lapangan untuk diperiksa.

“Anda memiliki dokter
multinasional yang bekerja
sama di rumah sakit lapangan,
melakukan triase dan
pemeriksaan pasien yang
terluka dalam runtuhnya
bangunan,” jelas Mayor
Angkatan Darat A.S. Robert
L. Vandertuin, kepala satuan

Prajurit Angkatan
Darat A.S. dan
Thailand melakukan
pelatihan perekayasa (2
tempur selama latihan | - |
baku tembak dengan
amunisi aktif.

SERTU DAVID N. BECKSTROM/
ANGKATAN DARAT A.S.
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Tank tempur
MG60A1 Thailand
maju menuju target
selama latihan baku
tembak dengan
amunisi aktif.

SERSAN REBECCA L. FLOTO/
KORPS MARINIR A.S.
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tugas operasi sipil-militer gabungan bersama untuk
Cobra Gold.

Salah satu pengalaman berharga, katanya, adalah
kesempatan untuk menilai kapabilitas negara mitra,
sehingga dapat diberdayakan ketika terjadi bencana nyata.

“Manfaat bekerja sama dengan semua pasukan
multinasional ini adalah memahami apa yang mereka
hadirkan pada saat bencana,” ujarnya.

Kol. Thienthas Paamuangliam, wakil direktur Pusat
Pelatihan Bantuan Bencana Thailand, mengatakan bahwa
pusat pelatihan berumur 2 tahun ini dapat melakukan
simulasi segalanya mulai dari penyelamatan gunung,
banjir bandang hingga bangunan runtuh.

“Ini adalah tempat kami belajar, dan kami berbagi
segalanya yang telah kami pelajari,” ujarya.

Selain penyelamatan tiruan, Cobra Gold
menyertakan operasi evakuasi nonkombatan, yang
diperintahkan oleh pemerintah ketika warga berada
dalam bahaya di negara asing. Operasi ini biasanya
dipicu oleh bencana alam atau situasi keamanan
yang memburuk. Pelatih latihan melakukan simulasi
pemrosesan warga Jepang yang sedang dievakuasi dari
negara asing. Peserta Jepang dalam latihan ini berpura-
pura lupa membawa dokumen penting, sementara
yang lainnya ditugaskan memiliki kondisi medis yang
membutuhkan pemeriksaan.

Setelah paspor mereka diperiksa, peserta yang
dievakuasi menjalani pemeriksaan keamanan sebelum

Kepala Staf Angkatan
Bersenjata Thailand

Jenderal Pornpipat Benyasri
menjelaskan bagaimana tradisi
Cobra Gold dalam membangun
fasilitas multiguna di sekolah-
sekolah setempat membantu
menyatukan masyarakat
dengan militer Thailand.

KOPTU JUSTIN HUFFTY/KORPS MARINIR A.S.
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dipindahkan ke area penerimaan. Di sana, mereka
dipisahkan menurut kewarganegaraan dan diminta
menunjukkan dokumentasi yang benar. Akhirnya, mereka
ditempatkan di pesawat C-130 untuk penerbangan singkat
sebelum mendarat di bandara yang sama.

Pengingat abadi

Dampak Cobra Gold di Thailand meluas di luar
kegembiraan berlatih bersama militer yang berkunjung
di negara ini. Aksi sipil selalu menjadi pilar Cobra

Gold, dan iterasi 2018 tidak terkecuali. Insinyur militer
membangun enam proyek perbaikan sekolah di berbagai
penjuru negeri. Pada saat Cobra Gold berakhir, militer
telah menempatkan 124 pilar dan lebih dari 15.000 blok
beton. Di sebuah gedung sekolah di Banthungsohongsa,
"Thailand, anggota militer dari Indonesia, Thailand, dan
A.S. berkumpul dalam upacara pemancangan pilar. Pilar
utama diberkati oleh para biksu Buddha.

“Saya merasa terhormat dan senang [menerima]
bangunan ini, yang akan memberikan manfaat bagi para
siswa Thailand,” kata Kepala Sekolah Banthungsohongsa,
Wanching Koolhakool. “Ini akan menjadi tempat untuk
kegiatan belajar kelas TK dan akan dapat mendukung
lebih dari 40 siswa.”

Setelah dedikasi gedung sekolah lain, seorang pejabat
tinggi Angkatan Darat Thailand memberi tahu FORUM
bahwa proyek teknik menciptakan dukungan masyarakat
bagi militer.




“Kami harus menggunakan lapangan [untuk latihan
militer], dan kadang-kadang kami mungkin merusak
tanaman di masa lalu,” kata Jenderal Pornpipat Benyasri,
kepala staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand.
“Ketika Angkatan Darat sedang berlatih, kami memiliki
sesuatu untuk diberikan kembali kepada mereka guna
mengompensasi apa yang mungkin telah kami rusak.”

Kini tujuannya lebih luas daripada mengganti properti
yang rusak. Ini adalah tentang menciptakan hubungan
sipil-militer yang kuat. “Sekarang kami telah mengubah
doktrin kami,” kata Jenderal Pornpipat Benyasri.

“Bertahan hidup adalah keterampilan
penting untuk dipelajari semua pasukan,
terutama pasukan yang mungkm

hanya memiliki pengalaman dakam
pertempuran kota tetapi tidak dalam
bertahan hidup di hutan.”

~ Serka Pairoj Prasansai Korps Marinir Kerajaan Thailand,
instruktur pelatiban bertaban bidup di hutan

Seorang Marinir A.S.
meminum darah kobra
dalam latihan bertahan
hidup di hutan.

REUTERS

“Angkatan Darat harus memiliki
warga sipil di sisi kami.”

Pelatihan hutan

Ransum dan air telah
dikonsumsi, dan pasokan ulang masih beberapa hari

lagi. Matahari terus menyengat di hutan Thailand yang
lembap, tempat Marinir Korea Selatan dan A.S. dilatih
oleh para pakar Thailand tentang keterampilan bertahan
hidup di hutan.

“Bertahan hidup adalah keterampilan penting
untuk dipelajari semua pasukan, terutama pasukan
yang mungkin hanya memiliki pengalaman dalam
pertempuran kota tetapi tidak dalam bertahan hidup di
hutan,” kata Serka Pairoj Prasansai dari Korps Marinir
Kerajaan Thailand, seorang instruktur pelatihan
bertahan hidup di hutan.

Kursus ini mengajarkan Marinir cara mencari sumber
air, menyalakan api, membedakan antara tanaman yang
dapat dimakan dan tanaman berbahaya dan bahkan belajar
serangga apa yang boleh dimakan. Namun, kursus ini
lebih dikenal berkat acara khasnya.

“Di hutan belantara, Anda dapat minum darah
ular untuk tetap terhidrasi,” kata Prasansai kepada
para Marinir saat ia mengambil kobra. “Ular dapat
menyediakan makanan dan air yang Anda butuhkan untuk
bertahan hidup.”

Setelah mempersiapkan ular tersebut, siswa diberi
kesempatan untuk meminum darah kobra.

“Rasanya seperti darah dengan sedikit rasa ikan,”
kata Serda Christopher Fiffie dari Korps Marinir A.S.,
menurut akun yang diposting oleh Korps Marinir A.S.
Banyak siswa mengatakan bahwa mereka mendapatkan
pengetahuan berharga dari pelatihan ini.

“Saya belum pernah melakukan hal seperti ini
sebelumnya, dan saya tidak tahu kita bisa makan sebagian
besar tanaman itu,” ujar Serda William Singleton dari
Korps Marinir A.S. “Melihat berbagai jenis hewan yang
bisa dimakan cukup mengejutkan. Ini akan membantu
kita lebih mudah mengenali [sumber makanan yang dapat
dimakan] di hutan belantara.”

Manfaat jangka panjang
“Tahun ini menandai iterasi ke-37 Cobra Gold, latihan
operasi keamanan teater terbesar di Asia dengan hampir
30 negara berpartisipasi dalam berbagai acara pelatihan.
Tingkat partisipasi militer itu,” Laksamana Harris
mengatakan, “menunjukkan komitmen yang semakin
besar untuk melakukan kerja keras dan meningkatkan
interoperabilitas di antara militer kita sekarang, sehingga
kita tahu apa yang berfungsi ketika krisis melanda.”
Mengulang latihan dan memupuk pengalaman tersebut
membuahkan hasil ketika negara mitra menghadapi krisis
atau konflik militer bersama. “Kearifan purba memiliki
apa yang dikonfirmasi oleh pengalaman modern,” kata
Harris. “Kita tidak melambung ke tingkat ekspektasi. Kita
jatuh ke tingkat pelatihan.” O
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MEMAHAMI DAN MENANGGAPI TIGA KEKUATAN LAUT TIONGKOK

DR. ANDREW S. ERICKSON/U.S. NAVAL WAR COLLEGE

dunia, serta anggaran pertahanan dan perekonomian

terbesar kedua di dunia di bawah kepemimpinan
ambisius Xi Jinping, Tiongkok menjadi kekuatan laut
besar dengan kekuatan dan caranya sendiri.

Angkatan bersenjata Tiongkok terdiri dari tiga
organisasi besar, masing-masing dengan subkomponen
maritim yang sudah merupakan kekuatan laut terbesar
di dunia dalam hal jumlah kapal. Tentara Pembebasan
Rakyat (PLA) berisi Angkatan Laut PLA (PLAN);
Kepolisian Bersenjata Rakyat secara resmi telah
ditugaskan atas sebagian besar pasukan penegak hukum
maritim di penjaga pantai Tiongkok (CCG); dan Milisi
Angkatan Bersenjata Rakyat berisi proporsi yang semakin
besar dari unit di atas laut, Milisi Maritim Angkatan
Bersenjata Rakyat (PAFMM).

Tidak mengumbar perang melainkan bertekad
mengubah status quo secara paksa, Beijing
memberdayakan kekuatan laut kedua dan ketiganya
yang sangat besar dalam apa yang disebut operasi
zona abu-abu maritim untuk memajukan klaim
kedaulatannya yang dipersengketakan di laut-laut
dekat (Laut Kuning, Laut Cina Timur dan Selatan).
Umumnya, kekuatan laut pertamanya memberikan
koordinasi dan pencegahan dari atas cakrawala.

D idukung oleh industri galangan kapal terbesar di

TIGA KEKUATAN LAUT

Pasukan laut pertama Tiongkok, PLAN, sudah memiliki
kapal yang paling banyak daripada angkatan laut mana
pun. "PLAN adalah angkatan laut terbesar di Asia, dengan
lebih dari 300 kapal permukaan, kapal selam, kapal amfibi,
dan pesawat patroli,” menurut Laporan Kekuatan Militer
Tiongkok 2017 dari Pentagon. Pada tahun 2020, PLAN
akan memiliki 313-342 kapal perang, demikian ramalan
dari Kantor Intelijen Angkatan Laut A.S. Sementara

itu, per 13 April 2018, Angkatan Laut A.S. memiliki 285
“kapal pasukan tempur yang siap dikerahkan," menurut
situs web resminya.

Kekuatan laut kedua Tiongkok, penjaga pantai, juga
merupakan yang terbesar di dunia, dengan lebih banyak
lambung dibandingkan gabungan semua tetangga
regionalnya: 225 kapal dengan kapasitas lebih dari 500 ton
yang mampu beroperasi di lepas pantai dan 1.050 lebih
lainnya yang terbatas pada perairan yang lebih dekat,
dengan total 1.275. Pada tahun 2020, CCG diproyeksikan
memiliki total 1.300 lebih kapal: 260 kapal besar yang
mampu beroperasi di lepas pantai, banyak yang mampu
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beroperasi di seluruh dunia, dan 1.050 lebih kapal kecil
yang terbatas pada perairan yang lebih dekat.

Dari tahun 2005 sampai 2020, ini mewakili
peningkatan bersih 15 tahun sebesar total 400 kapal
penjaga pantai. [tu termasuk 202 kapal tambahan yang
mampu beroperasi di lepas pantai, yang mewakili
pertumbuhan 350 persen dalam kategori terakhir.

Dalam hal peningkatan kualitatif, Tiongkok kini
telah mengganti kapal patroli besar yang lebih tua dan
kurang kapabel. Tiongkok menerapkan pelajaran yang
didapat dari mengamati "standar emas” penjaga pantai
A.S. dan Jepang, serta peningkatan pengalaman CCG
yang beroperasi lebih jauh di lepas pantai untuk periode
yang lebih lama. Fitur kapal baru yang dihasilkan meliputi
helikopter, perahu interseptor, meriam dek, meriam air

PLAN adalah angkatan laut terbesar
di Asia, dengan lebih dari 300 kapal
permukaan, kapal selam, kapal amfibi,
dan pesawat patroli. *°

— Laporan Kekuatan Militer Tiongkok 2017 dari Pentagon

kapasitas tinggi dan seakeeping yang lebih baik. Dengan
panjang 165 meter, tiang 20 meter lebih, dan dengan
muatan penuh 10.000 ton lebih, dua cutter kelas Zhaotou
Tiongkok adalah kapal penjaga pantai terbesar di dunia
dan menggantikan lebih dari sebagian besar kapal perusak
angkatan laut modern. Sebagian besar kapal CCG yang
baru dibangun memiliki dek helikopter, beberapa dengan
hanggar. Banyak kapal CCG baru memiliki landasan
perahu luncur cepat di fantail, yang memungkinkan
pengerahan cepat perahu interseptor. Ini termasuk perahu
interseptor cepat sepanjang sekitar 10 meter dengan
mesin outboard kembar yang memungkinkan kecepatan
tinggi untuk penegakan hukum visit, board, search and
seizure (VBSS) terhadap kapal penangkap ikan atau
kapal lainnya. Banyak kapal baru memiliki meriam 30
mm yang terpasang, dengan beberapa kapal yang lebih
besar membawa meriam utama 76 mm. Kapal CCG yang
terakhir dibangun kini memiliki meriam air output tinggi
yang terpasang tinggi pada superstrukturnya.

Kekuatan laut ketiga Tiongkok, PAFMM, merupakan

Helikopter Angkatan Laut Taiwan terbang melintasi kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Taiwan dalam latihan militer di
Kaohsiung pada Januari 2018. Taiwan menggelar latihan pasukan gabungan selama dua hari untuk menunjukkan tekadnya

dalam membela diri dari ancaman Tiongkok. THe AssociaTep Press
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kekuatan yang diorganisir, dikembangkan dan
dikendalikan negara yang beroperasi di bawah rantai
komando militer langsung untuk melakukan kegiatan
nasional Tiongkok. Kekuatan ini didukung secara lokal,
tetapi melapor kepada pucuk pimpinan birokrasi terpusat
Tiongkok: Panglima Tertinggi Xi sendiri. Unit elit paruh
waktu yang terlibat dalam banyak insiden ini menyertakan
pekerja industri bahari (misalnya, nelayan) secara langsung
ke dalam angkatan bersenjata Tiongkok. Sementara
mempertahankan pekerjaan sehari-hari, mereka
diorganisir dan dilatih di PAFMM, sering kali oleh
angkatan laut Tiongkok, dan diaktifkan atas permintaan.
Sejak tahun 2015, bermula di Sansha City di
Kepulauan Paracel, Tiongkok telah mengembangkan
pasukan milisi purnawaktu: unit yang lebih profesional,

STRATEGI ANGKATAN LAUT TIONGKOK KINI MENGGABUNGKAN

"Pertabanan Laut Dekat" dan "Perlindungan Laut Jaub"

(__—

MONGOLIA

termiliterisasi, dibayar dengan baik termasuk rekrutan
militer, yang menjadi kru 84 kapal besar yang dibangun
dengan meriam air dan rel eksternal untuk penyemprotan
dan penghantaman.

Kurangnya tanggung jawab penangkapan ikan,
personel berlatih untuk berbagai kontingensi masa
perang dan masa damai, termasuk dengan senjata ringan,
dan dikerahkan secara rutin ke fitur Laut Cina Selatan
yang dipersengketakan bahkan selama moratorium
penangkapan ikan.

OPERASI LAUT JAUH VERSUS DEKAT

Kekuatan kedua dan ketiga Tiongkok membantu
operasionalisasi strategi angkatan laut yang telah
berkembang dari "pertahanan pantai dekat" menjadi
kombinasi "pertahanan laut dekat"
dan "perlindungan laut jauh".
Postur kekuatan maritim Beijing
beralih dari fokus tiga kekuatan
laut terkoordinasi di laut regional
menjadi melengkapi upaya yang
sedang berlangsung tersebut
dengan pembagian tenaga kerja
lebih lanjut di mana peran dan
misi PAFMM dan CCG telah

Beijing REA Laut Jepang diperluas untuk mengisi kembali
Pyonigyang* TARA (Laut szur) di balik PLAN karena ini secara
O Jsan signifikan meningkatkan misi dan
KOREA kehadirannya di luar negeri.
Kunsan’¥% b SEL Laksamana Harry B. Harris,
Jr., yang saat itu menjabat sebagai
- B 3 Komandan Komando Indo-Pasifik
TIONGKOK ' Laut Cina o0 Samudra A.S., bersaksi pada Februari 2018
Timur 8 P
‘ e Pasifik di hadapan Komite Angkatan
Kadena \ Bersenjata Kongres A.S.: "Di Laut
OKINAWA \ cIsen) g
Ta'P_‘?l ee” B Cina Selatan, angkatan udara,
RANTAI angkatan laut, penjaga pantai, dan
" AIWAN PULAU—> milisi maritim Tiongkok semuanya
. RANTAI LUAR mempertahankan kehadiran yan
S ; p yang
l”v PULAU ot Eili \ kuat. Patroli dan latihan rutin
! DALAM aut Filipina ‘: memastikan kekuatan Tiongkok
o i ‘Manil a ;,:7 berada di dalam dan sekitar semua
GUAM fitur, bukan hanya yang mereka
yayang
Selatan
Andersen, duduki. Tiongkok secara rutin
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menantang kehadiran kekuatan
non-Tiongkok, termasuk negara
penggugat lainnya dan terutama
A.S., sering kali melebih-lebihkan

wewenangnya dan bersikeras

GELELETEL kekuatan asing menjauh atau
udara mendapatkan izin Tiongkok untuk
utama A.S. S n
beroperasi.
Di laut-laut dekat, Tiongkok
PAPUAY mengerahkan CCG dan PAFMM
NUGINI dalam operasi zona abu-abu

terhadap kapal dari tetangga
maritimnya, serta A.S. pada tingkat
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yang dirancang untuk mencegah tanggapan yang efektif
oleh pihak lain yang terlibat.

Tiongkok telah menggunakan kekuatan ini untuk
memajukan klaim kedaulatannya yang dipersengketakan
dalam insiden laut internasional di seluruh Laut Cina
Selatan, serta di Laut Cina Timur. Hal ini merongrong
kepentingan vital A.S. dalam mempertahankan status
quo regional, termasuk aturan dan norma yang menjadi
landasan perdamaian dan kemakmuran.

Saat ini, kekuatan laut Tiongkok melingkupi beting
Sandy Cay yang diklaim Filipina (dekat Pulau Thitu),

di mana Tiongkok telah mempertahankan kehadiran

di sekitarnya dengan sedikitnya dua kapal PAFMM
sejak Agustus 2017. CCG secara berkala menantang
administrasi Jepang di Kepulauan Senkaku. Kapal

dan personel PAFMM dan penegak hukum maritim
Tiongkok bekerja sama dalam pengusiran kontroversial
pada 2014 terhadap kapal Vietnam dari perairan yang
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Kapal induk pertama Tiongkok, ™
- Liaoning, berlayar memasuki Hong

Kong sebagai persinggahan.

THE ASSOCIATED PRESS

dipersengketakan di sekitar anjungan minyak Hai Yang
Shi You 981 milik China National Offshore Oil Corp.,
penyitaan pada 2012 terhadap Scarborough Shoal dari
Filipina, dan pelecehan USNS Impeccable pada 2009.
Selama dua dasawarsa terakhir, unit PAFMM telah
berpartisipasi dalam manuver Tiongkok pada 2015 di
sekitar USS Lassen, pelecehan USNS Howard O. Lorenzen
pada 2014, blokade Second Thomas Shoal pada 2014,
pelecehan beberapa kapal survei dan pemerintah Vietnam;
serta pendudukan dan pengembangan Mischief Reef, yang
mengakibatkan insiden pada 1995 dengan Filipina.

REKOMENDASI

Sebagaimana ditekankan dalam Strategi Keamanan
Nasional A.S. 2017, Tiongkok terlibat dalam persaingan
berkelanjutan dengan Amerika — yang dipandang tidak
sepenuhnya dalam keadaan damai maupun perang. Untuk
terus menjaga kepentingan A.S. dan mempertahankan
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Kapal penjaga
pantai Tiongkok,
kanan, melintas
dekat anjungan
minyak Tiongkok,
Hai Yang Shi You
981, di Laut Cina
Selatan pada Juni
2014. Vietnam
menantang
lokasi anjungan,
mengatakan
bahwa anjungan
itu berada dalam
zona ekonomi
eksklusif 200

mil Vietnam.
Beberapa minggu
kemudian,
Tiongkok
memindahkan
anjungan itu
menuju Hainan.
REUTERS
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Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, Angkatan
Laut A.S. harus terus menambah jumlahnya,
mempertahankan kehadiran yang kuat, dan —
bersama dengan sekutu dan mitra domestik dan
asing — mencegah agresi yang paling kukuh
sekali pun dengan jumlah sistem serangan jarak
jauh yang memadai.

Angka sangat penting dalam menjaga
kehadiran dan pengaruh di laut-laut vital:
Bahkan kapal tercanggih sekalipun tidak
bisa berada di lebih dari satu tempat secara
bersamaan. Contoh gamblang: peningkatan
persaingan strategis A.S.-Tiongkok di mana
Washington bermain dari jauh. Cutter Penjaga
Pantai A.S. difokuskan dekat perairan Amerika,
jauh dari segala sengketa internasional,
sementara Angkatan Laut A.S. tersebar secara
global, dengan banyak kapal yang terpisah dari
Asia Timur maritim menurut tanggung jawab,
geografi, dan waktu. Sebaliknya, ketiga kekuatan
laut utama Tiongkok tetap fokus terutama
pada laut-laut dekat yang diperebutkan dan
pendekatan langsung mereka, dekat dengan
tanah air Tiongkok, cakupan rudal dan udara
berbasis darat, serta saluran pasokan.

Sementara itu, A.S. beserta sekutu dan
mitranya harus meningkatkan upaya mereka
untuk melawan kegiatan zona abu-abu erosif
Tiongkok, yang saat ini menjadi fokus upayanya
untuk memberlakukan hukum nasionalnya dan

klaim kedaulatan yang dipersengketakan atas fitur
dan ruang maritim yang mana tetangganya dan
komunitas internasional memiliki hak yang sah.
Untuk membantu memperumit dan
melawan paksaan maritim Tiongkok, seperti
yang ditekankan dengan tepat oleh Laksamana
(Purn) Harris, A.S. harus lebih menunjukkan
kepemimpinan proaktif di Indo-Pasifik dengan
berbagi lebih banyak informasi tentang ketiga
kekuatan laut RRT, menekankan sifat kooperatif
dari keamanan kolektif, dan mendorong sekutu
dan mitra untuk berinvestasi dalam kapabilitas
yang melengkapi kapabilitas A.S. Area yang
sangat menjanjikan untuk memberdayakan
pemangku kepentingan yang berpikiran
serupa adalah lebih mengupayakan pendekatan
kolaboratif terhadap kesadaran domain maritim
yang membantu mereka memantau perairan
dan ruang udara sekitar dan berbagi informasi
yang dihasilkan. Membantu mitra yang kurang
kapabel dengan perangkat keras dan pelatihan
tidak hanya akan membantu mereka untuk
lebih membantu diri sendiri dan meningkatkan
kehadiran yang mendukung status quo tetapi
juga untuk mengisi gambar operasional umum.
Selain itu, A.S. dapat memanfaatkan
kelemahan dan kendala Tiongkok secara lebih
efektif untuk membatasi perilaku negatif.
Pada tingkat strategis, A.S. dapat membatasi
kemampuan kekuatan zona abu-abu Tiongkok



untuk beroperasi tanpa pengawasan dan dengan
menyangkal keterlibatan, meski sama sekali tidak
masuk akal, dengan mengungkapkan sifat asli
mereka kepada publik dan mempertunjukkan
tekad untuk memberlakukan konsekuensi atas
tindakan yang melanggar hukum.

® Pertama, A.S. harus menunjukkan kesadaran
yang lebih besar akan tindakan Tiongkok
untuk mengubah perilakunya.

® Kedua, A.S harus mengomunikasikan
konsekuensi dari tindakan yang tidak dapat
diterima.

® Ketiga, A.S. harus memanfaatkan semua
tempat yang relevan bagi komunikasi
strategis.

* Keempat, A.S. harus menghadapi kekuatan
laut Tiongkok secara holistik. Washington
harus menyatakan secara jelas bahwa
ketiganya — termasuk PAFMM —
diharapkan mematuhi standar hukum,
kecakapan pelaut, dan komunikasi yang
diakui secara internasional yang sama seperti
yang dipatuhi oleh kekuatan maritim A.S.,
termasuk Peraturan Tubrukan Internasional
dan peraturan internasional lainnya tentang
jalan laut.

Untuk mendapatkan kembali inisiatif
operasional, A.S. harus lebih baik dalam
mencegah dan menghukum segala penggunaan
PAFMM oleh Tiongkok dengan cara yang

membahayakan kepentingan A.S. untuk
memecahkan keuntungan asimetris Tiongkok
melalui eskalasi yang dikalibrasi sesuai
kebutuhan.

® Pertama, A.S. harus menerima beberapa
friksi dan memaksa Beijing untuk memilih
antara de-eskalasi — hasil yang lebih disukai
A.S. — atau bergerak menuju garis merah
A.S. yang mana Tiongkok lebih memilih
menghindarinya.

® Kedua, Washington harus mendukung
sekutu dan mitranya di garis depan dalam
menjaga Asia Timur maritim tetap damai
dan terbuka bagi semua untuk membantu
mereka sendiri dan juga kawasan tersebut.

® Ketiga, Washington harus
mempertimbangkan peningkatan aturan
pelibatan dan isyarat ke Beijing sesuai
dengan hal itu. A.S. tidak boleh menoleransi
segala upaya untuk mengganggu atau
membahayakan keamanan, operasi atau
pencapaian misi kapal pemerintah A.S.
mana pun.

* Keempat, untuk mendukung hal tersebut
di atas, Washington harus mengembangkan
berbagai macam konsekuensi yang kredibel
termasuk opsi hukuman yang secara cepat
dan kreatif mengenakan biaya yang cukup
tinggi untuk melampaui keuntungan tidak
sah yang diperoleh Tiongkok. O
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Personel Angkatan
Laut dari Angkatan
Laut Tentara
Pembebasan
Rakyat Tiongkok
berpartisipasi
dalam unjuk militer
pada April 2018 di
Laut Cina Selatan,
tempat Tiongkok
terus meningkatkan
aktivitas agresif,
termasuk
membangun
fasilitas militer

di "pulau-pulau”
buatan baru-baru
ini yang dibangun
di wilayah yang
diperebutkan.
REUTERS
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Bagaimana seharusnya
A.S. beserta sekutu dan
mitranya merespons?




ika Beijing berharap untuk mencapai “peremajaan

besar bangsa Tiongkok” paling lambat pertengahan
abad ke-21, Tiongkok harus menjadi “kekuatan besar
maritim,” demikian menurut Presiden Tiongkok Xi
Jinping. Apa artinya sasaran ini bagi para pemimpin
Tiongkok, dan apa saja implikasi dari babak reformasi
institusi terbaru Beijing untuk mewujudkannya? Partai
Komunis Tiongkok (Chinese Communist Party - CCP)
memiliki strategi menyeluruh untuk meningkatkan
kekuatan maritimnya. Strategi ini mencakup beberapa
bidang fokus utama: mengembangkan “ekonomi biru,”
melestarikan lingkungan laut, mengeksploitasi sumber
daya maritim, dan melindungi “hak dan kepentingan”
Tiongkok di laut dekat dan jauh.

Sasaran membangun Tiongkok menjadi kekuatan
besar maritim bukan gagasan baru. Sasaran itu telah
muncul dalam dokumen resmi partai sejak tahun 2012,
meskipun peran dari beberapa departemen terkait
maritim Tiongkok telah dicampuradukkan. Seperti
yang dinyatakan pakar maritim yang berafiliasi dengan
pemerintah Tiongkok pada tahun 2016, lembaga
maritim Tiongkok “masing-masing bekerja dengan cara
mereka sendiri,” sehingga menghambat koordinasi.
Upaya terbaru Beijing untuk mengatasi masalah ini
mengungkapkan usulan untuk memajukan transformasi
Tiongkok menjadi kekuatan maritim yang komprehensif
dengan peran yang lebih besar dalam urusan global.

Pada Maret 2018, Beijing mengumumkan tiga
perubahan besar terhadap lembaga maritim sebagai
bagian dari serangkaian reformasi menyeluruh terhadap
lembaga partai dan pemerintah. Kantor berita resmi
Tiongkok, Xinhua, menyatakan bahwa
reformasi itu dimaksudkan untuk “membuat
pemerintah lebih terstruktur, lebih efisien,
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Presiden Tiongkok Xi Jinping menghadiri sesi penutupan
Kongres Rakyat Nasional di Aula Besar Rakyat di Beijing pada
20 Maret 2018. reuters

dan lebih berorientasi untuk melayani.” Selanjutnya,
menurut Xinhua, perubahan itu mencerminkan “peran
lebih besar Tiongkok di panggung dunia.” Frasa ini
diperkuat kembali oleh deklarasi Xi dalam laporannya
ke Kongres CCP ke-19 pada Oktober 2017 bahwa
Tiongkok “bergerak mendekat ke panggung utama.”
Beijing secara terbuka telah menyatakan aspirasinya
untuk memainkan peran lebih besar dalam membentuk
tata kelola global, dan samudra memiliki fitur yang
menonjol dalam upayanya.

Kapal pasukan penjaga
pantai Tiongkok berpatroli di
dekat perahu nelayan Filipina
di Scarborough Shoal yang
disengketakan. Rreuters
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Jalur Sutra Maritim abad ke-21 Tiongkok, bagian dari
Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR)
yang banyak digembar-gemborkan, merupakan kuncinya.
Prakarsa itu bertujuan untuk membangun konvergensi
antara Tiongkok dan negara-negara lain di bidang
ekonomi, politik, dan keamanan sesuai dengan preferensi
tata kelola global Tiongkok. Visi Kerja Sama Maritim Di
Bawah OBOR yang diterbitkan Beijing pada tahun 2017
memperjelas hal ini.

Beijing telah mengonsolidasikan birokrasi
maritimnya di masa lampau. Pada tahun 2013, Tiongkok
menggabungkan beberapa lembaga penegak hukum
maritim di bawah Administrasi Samudra Negara
dan mendirikan pasukan penjaga pantai Tiongkok di
bawah ruang lingkupnya. Dr. Ryan Martinson, asisten
profesor di Institut Studi Maritim Tiongkok, U.S. Naval
War College telah menunjukkan bahwa reformasi ini
meningkatkan koordinasi dan merampingkan komando
dan kontrol pasukan penegak hukum maritim, meskipun
dia mencatat bahwa prosesnya masih belum tuntas.

Reformasi pada Maret 2018 itu diungkapkan dalam
rencana berjudul “Memperdalam Reformasi Instansi
Partai dan Pemerintah.” Rencana itu mencakup tiga
perubahan dalam birokrasi maritim. Pertama, pekerjaan
melindungi hak dan kepentingan maritim, fokus utama
dalam strategi maritim Tiongkok, akan diintegrasikan
secara lebih komprehensif dalam pendekatan kebijakan
luar negeri Tiongkok secara keseluruhan. Kedua,
pasukan penjaga pantai Tiongkok tidak akan lagi berada
di bawah Administrasi Samudra Negara sipil tapi
sekarang akan berada di bawah Kepolisian Bersenjata
Rakyat. Kepolisian Bersenjata Rakyat baru-baru ini
mulai ditempatkan secara eksklusif di bawah komisi
militer pusat. Ketiga, Administrasi Samudra Negara
direncanakan untuk dihapus, dengan sisa tanggung
jawabnya dibagi antara Kementerian Sumber Daya Alam
dan Kementerian Ekologi dan Lingkungan yang baru
dibentuk. (Rencana itu mencatat bahwa Administrasi
Samudra akan terus dicantumkan pada diagram
organisasi Kementerian Sumber Daya Alam namun tidak
menjelaskan alasannya.)

Mengintensifkan Diplomasi Maritim

Perubahan pertama mencerminkan adaptasi organ-
organ pembuatan kebijakan Tiongkok agar sesuai
dengan semakin pentingnya strategi maritim

dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Rencana itu
menyatakan bahwa Kelompok Kecil Pimpinan Pusat
untuk Melindungi Hak dan Kepentingan Maritim
(selanjutnya disebut Kelompok Pimpinan Maritim)
akan dihapus dan tanggung jawabnya akan diserap

ke dalam Komite Urusan Luar Negeri Pusat. Tujuan
menggabungkan dua kelompok itu, menurut rencana
tersebut, adalah untuk meningkatkan koordinasi
“sumber daya dan tenaga kerja departemen diplomatik
dan maritim.” Mengenai hak dan kepentingan maritim,
komite itu akan bertanggung jawab untuk membimbing
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pelaksanaan keputusan partai, mengatur pengumpulan
dan analisis intelijen, mengoordinasikan tanggapan
terhadap keadaan darurat, dan mengarahkan penelitian
tentang isu-isu utama.

Perubahan situasi eksternal Tiongkok sejak tahun
2012, ketika Kelompok Pimpinan Maritim didirikan di
bawah Wakil Presiden saat itu Xi Jinping, membantu
menjelaskan alasan dilaksanakannya reformasi itu.

Pada tahun 2012, ketegangan terjadi di Laut Cina
Selatan, khususnya antara Tiongkok dan Filipina atas
kendali Scarborough Shoal. Kondisi ini membantu
meningkatkan urgensi bagi Beijing untuk menyinkronkan
entitas penegak hukum maritim yang berbeda untuk
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melindungi hak dan kepentingan yang dirasakan
Tiongkok. Pembentukan Kelompok Pimpinan Maritim
dan konsolidasi beberapa lembaga di bawah Administrasi
Samudra Negara pada tahun 2013 menanggapi
kebutuhan ini pada saat itu untuk koordinasi internal
yang lebih baik.

Enam tahun kemudian, Tiongkok mengalami
kemajuan yang signifikan di Laut Cina Selatan. Beijing
telah melakukan pengembangan infrastruktur, pasukan,
dan peralatan militer secara ekstensif untuk melindungi
fitur yang diklaimnya, pengembangan yang saat ini
dibela secara terbuka oleh pejabat Tiongkok yang sangat

kontras dengan keseganan yang ditunjukkan sebelumnya.

Di front diplomatik, Beijing
sering kali mengekspresikan
kepuasan dengan apa yang
disebutnya sebagai “ketenangan
yang dialami saat ini” di Laut
Cina Selatan (meskipun Tiongkok
masih mengajukan keberatan

atas operasi militer A.S. yang memicu “destabilisasi”

di sana). Menurut Xinhua, Tiongkok telah “berhasil
mencapai kontrol administrasi atas situasi di Laut Cina
Selatan dan mempertahankan stabilitas keseluruhan

di kawasan maritim sekitarnya.” Selanjutnya, Xinhua
telah menyatakan bahwa diplomasi Tiongkok terhadap

Presiden Tiongkok
Xi Jinping
menyampaikan
pidatonya pada sesi
penutupan Kongres
Rakyat Nasional di
Beijing. Rreuters




Filipina dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN) telah membantu “menghilangkan
secara bertahap dampak negatif dari kasus arbitrase
Laut Cina Selatan.” (Xinhua mengacu pada kasus
klaim Tiongkok yang dibawa Filipina pada tahun
2016 ke Mahkamah Hukum Laut Internasional, yang
menetapkan putusan yang mendukung klaim Filipina.)
Dalam konteks perkembangan ini, Beijing bersiap untuk
mengintegrasikan portofolio maritimnya secara lebih
menyeluruh guna mendorong berkembangnya peran
global Tiongkok.

Ke depannya, pemerintah A.S. dan sekutunya harus
memantau dengan hati-hati bagaimana Tiongkok
mengonsolidasikan pelajaran yang dipetiknya di Laut
Cina Selatan. Bagaimana Tiongkok menerapkan apa yang
telah dipelajarinya sehubungan dengan alat diplomatik,
militer, ekonomi, hukum, dan alat kekuasaan nasional
lainnya? Bagaimana Tiongkok menerapkan pelajaran
ini ke daerah yang lebih luas tempat Tiongkok merasa
memiliki hak dan kepentingan? Secara geografis, daerah
ini mencakup Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Daerah
itu juga mencakup lokasi lain yang terkait dengan
prakarsa OBOR Tiongkok, yang pada awalnya berfokus
pada Eurasia dan Afrika tetapi telah diperluas dengan
mencakup Amerika Latin dan Arktik. Secara fungsional,
daerah itu mencakup apa yang disebut sumber-sumber

Tiongkok sebagai ranah “baru” atau tidak konvensional:
laut dalam, kawasan kutub, ruang angkasa, dan ruang
siber (dua yang pertama berhubungan langsung dengan
isu maritim). Beijing menyatakan dengan jelas bahwa
pihaknya berniat untuk memainkan peran yang lebih
besar dalam membentuk tata kelola global dari semua
ranah ini.

Memusatkan Kontrol Militer

atas Pasukan Penjaga Pantai

Perubahan kedua mencerminkan upaya untuk
memperkuat komando dan kontrol militer atas pasukan
penegak hukum maritim Tiongkok. Ini merupakan
bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memperkuat
kontrol CCP atas semua tuas kekuasaan nasional.
Menurut rencana reformasi itu, pasukan penjaga pantai
akan dihapus dari kontrol sipil di bawah Administrasi
Samudra Negara dan diintegrasikan ke dalam Kepolisian
Bersenjata Rakyat, yang telah ditempatkan secara
eksklusif di bawah komisi militer pusat sejak Januari
2018. Sebelumnya, pasukan penjaga pantai memiliki
rantai komando militer-sipil ganda, berada di bawah
komisi militer dan dewan negara. Kementerian
Pertahanan Tiongkok mengatakan bahwa perubahan itu
dimaksudkan untuk “memperkuat kepemimpinan mutlak
Partai” atas angkatan bersenjata. Menurut surat kabar

AS. dan sekutunya harus memantau dengan hati-hati
bagaimana Tiongkok mengonsolidasikan pelajaran yang

dipetiknya di Laut Cma Selatan

Kapal induk pertama Tiongkok
di dalam negeri, yang dikena sebagal ipe 001A,
kapal induk kedua negara itu setelah Liaoning,

meninggalkan pelabuhan di kota Dalian, Tiongkok
timur laut, pada Mei 2018. AFP/GETTY%IIAGES



South China Morning Post, Beijing berusaha membatasi
kemampuan otoritas setempat untuk mengerahkan polisi
bersenjata untuk menangani bencana atau krisis lokal dan
berpotensi menentang otoritas pusat.

Karena reformasi pada Maret 2018 itu, pasukan
penjaga pantai sekarang memiliki rantai komando
militer eksklusif dan telah kehilangan penampilan
sebagai lembaga penegak hukum sipil. Martinson telah
menunjukkan bahwa pasukan penjaga pantai sudah
memiliki fungsi militer. Reformasi itu pada dasarnya
membawa status institusinya sejalan dengan realitas
operasional.

Pada tahap awal ini, implikasi bagi pemerintah dan
militer asing tidak pasti, karena banyak rincian tentang
struktur komando dan kontrol baru untuk pasukan
penjaga pantai mungkin masih belum terselesaikan. Di
sisi lain, ada peluang potensial bagi Amerika Serikat.
Melepaskan tampilan sipil pasukan penjaga pantai
dapat memungkinkan komunikasi yang lebih jelas
antara angkatan bersenjata A.S. dan Tiongkok (pasukan
penjaga pantai dan angkatan laut) untuk memfasilitasi
interaksi yang lebih aman di laut. Hasil ini tergantung
pada kemampuan militer A.S. untuk melibatkan rekan-
rekan Tiongkok dalam pertukaran terperinci tentang
reformasi itu. Hal ini dapat terjadi melalui pertukaran
bilateral tingkat kerja yang ada yang bertujuan untuk
meningkatkan keselamatan dan profesionalisme maritim
dan penerbangan, termasuk Perjanjian Konsultatif
Kelautan Militer. A.S. harus mencoba untuk menyertakan
pasukan penjaga pantai Tiongkok dalam diskusi seperti
itu dan mencari kejelasan tentang perubahan peran
dan struktur komando dan kontrol pasukan penjaga
pantai dalam masa damai dan konflik. Demikian pula,
Amerika Serikat harus menganjurkan diskusi bilateral
mengenai milisi maritim Tiongkok, pasukan cadangan
bersenjata yang digunakan Tiongkok untuk menegaskan
dan membela klaim maritimnya. Pihak dari Tiongkok
mungkin enggan untuk membahas masalah ini karena
adanya rintangan organisasi internal dan belum
tuntasnya reformasi itu. Akan tetapi, pejabat A.S. dapat
mengingatkan interlokutor Tiongkok tentang arahan
terbaru dari Xi Jinping di pertemuan politbiro bahwa
Tiongkok harus lebih mengintegrasikan berbagai
pasukan maritimnya. Xi menyatakan bahwa pasukan
“lima-dalam-satu partai-pemerintah-militer-polisi-
sipil” Tiongkok memberikan “keuntungan unik” dalam
pertahanan pantai dan perbatasan. A.S. harus menegaskan
bahwa pihaknya memerlukan pemahaman yang lebih baik
tentang pasukan “lima-dalam-satu” ini dan bagaimana
pasukan itu bekerja bersama-sama untuk memfasilitasi
interaksi yang aman di laut.

Reformasi itu berpotensi memberikan implikasi yang
mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Lyle Morris,
analis kebijakan senior di Rand Corp., baru-baru ini
berpendapat bahwa perubahan itu dapat membuka jalan
bagi pasukan penjaga pantai untuk mengambil fungsi
militer tambahan dan memberi pasukan penjaga pantai

lebih banyak fleksibilitas untuk bertindak secara agresif
di perairan yang disengketakan di Laut Cina Timur dan
Laut Cina Selatan. Kemungkinan ini mendasari lebih
lanjut pentingnya mencari kejelasan yang lebih besar
dari Beijing mengenai reformasinya dan memperkuat
mekanisme yang ada untuk mengelola perjumpaan yang
tidak direncanakan di laut dengan aman.

Melembagakan Masalah Lingkungan dan Sumber Daya
Perubahan ketiga berupaya untuk meningkatkan eksekusi
dua elemen inti strategi maritim Tiongkok: pelestarian
lingkungan laut dan eksploitasi sumber daya samudra
(energi, ikan, dan mineral). Menurut rencana reformasi
itu, unsur-unsur yang tersisa di portofolio Administrasi
Samudra Negara akan dibagi di antara Kementerian
Sumber Daya Alam dan Kementerian Ekologi dan
Lingkungan yang baru dibentuk. Kementerian Sumber
Daya Alam akan menggantikan mantan organisasi induk
Administrasi Samudra Negara, Kementerian Pertanahan
dan Sumber Daya. Portofolionya akan diperluas dengan
menyertakan bagian dari portofolio perubahan iklim
yang sebelumnya dimiliki oleh kementerian ekonomi
super Tiongkok, Komisi Pembangunan dan Reformasi
Nasional, serta portofolio Biro Survei dan Pemetaan
negara yang ditiadakan. Menurut Penasihat Negara
Tiongkok, Wang Yong, Kementerian Sumber Daya

Alam akan “mengelola pegunungan, perairan, hutan,
ladang, danau, dan padang rumput secara menyeluruh.”
Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Ekologi

dan Lingkungan akan menggantikan Kementerian
Lingkungan dan akan “mengintegrasikan tanggung
jawab perlindungan lingkungan ekologi terdesentralisasi”
yang sebelumnya tersebar di beberapa lembaga. Ini

akan mencakup menyerap tugas-tugas perlindungan
lingkungan yang sebelumnya dilakukan oleh Administrasi
Samudra Negara.

Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian
Ekologi dan Lingkungan akan besar kemungkinan
mempertahankan beberapa tugas penegakan hukum sipil,
menunjukkan bahwa perubahan ini — yang mungkin
terdengar biasa bagi pihak luar — penting untuk dilacak
bagi analis yang memantau perilaku Tiongkok di Laut
Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Salah satu penulis
Tiongkok menilai bahwa Kementerian Ekologi dan
Lingkungan mungkin akan mengelola penegakan hukum
terhadap isu-isu perlindungan lingkungan, Kementerian
Sumber Daya Alam akan menegakkan hukum yang
terkait dengan pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan
ruang, dan pasukan penjaga pantai akan menangani isu-
isu seperti keamanan maritim, kontrapenyelundupan, dan
“tugas-tugas yang berurusan dengan pihak luar negeri.”
Klarifikasi tambahan diperlukan. Akan tetapi, apa yang
terlihat dengan jelas adalah bahwa kementerian ini akan
menjadi versi yang diperluas dari diri mereka sebelumnya
— dan besar kemungkinan lebih kuat. Sebagai
kementerian, lembaga itu diharapkan akan memiliki
lebih banyak pengaruh daripada Administrasi Samudra
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Foto udara menunjukkan terumbu
karang Subi, yang pertama kali
dikuasai Tiongkok pada tahun
1988. Terumbu karang itu
merupakan salah satu dari tujuh
pos terluar di Kepulauan Spratly
yang telah dimiliterisasi Tiongkok.

CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES/
ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE

Negara (sebagai organisasi di
bawah kementerian). Hal ini
dapat membantu lembaga itu
mendorong dan menyinkronkan
dua prioritas penting yang sering
kali bertentangan: pembangunan
ekonomi (yang mengandalkan
pemanfaatan sumber daya,
termasuk dari samudra) dan
perlindungan lingkungan.

Perubahan ini muncul dari
persyaratan yang lebih besar
dalam strategi nasional Tiongkok.
Xi dalam laporannya kepada
Kongres CCP ke-19 menyatakan
sasaran untuk membangun
“Tiongkok yang Indah” paling lambat tahun 2035,
“tempat langitnya membiru, tanahnya menghijau, dan
airnya bersih.” Seperti yang dicatat di kolom komentar
surat kabar harian People’s Daily, samudra yang indah
merupakan bagian tak terpisahkan dari “Iiongkok yang
Indah.” Dalam laporan ke Kongres CCP ke-19, Xi
selanjutnya menyerukan pendirian lembaga-lembaga
regulasi untuk melakukan tugas-tugas membangun
“Tiongkok yang Indah”: mengelola sumber daya
alam milik negara, memantau ekosistem alam, dan
mengembangkan sistem cagar alam yang terutama
terdiri dari taman nasional. Tiongkok telah melihat
banyak kegagalan akut untuk melindungi lingkungannya
hingga saat ini — merusak lingkungan alaminya untuk
dipertukarkan dengan pertumbuhan ekonomi yang
cepat. Sekarang, paling tidak secara retoris, Beijing
melipatgandakan penentuan prioritas perlindungan
lingkungan.

"Terlalu cepat untuk mengetahui apakah perubahan
terbaru pada birokrasi lingkungan dan sumber daya
ini akan berhasil ketika upaya sebelumnya untuk
memperkuat pendekatan yang lebih berkelanjutan telah
mengalami kegagalan. Hal yang penting adalah semakin
besar penentuan prioritas yang diberikan kepada samudra
dan sumber dayanya dalam pendekatan keseluruhan
Tiongkok terhadap kepentingan pembangunan dan
keamanannya. Peneliti Administrasi Samudra Negara
memberikan komentar bahwa Tiongkok di masa
mendatang akan mengandalkan upaya “menjelajahi,
mengembangkan, dan menggunakan samudra pada
tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.” Menurut
penulis Tiongkok lainnya, upaya ini tidak terbatas pada
laut yurisdiksi Tiongkok tetapi juga mencakup ranah

IPD FORUM

maritim “baru” (laut dalam dan wilayah kutub) dan
eksploitasi sumber daya di laut di bawah yurisdiksi asing.

Implikasi A.S.

Bagaimana seharusnya Amerika Serikat merespons?
Mendapatkan lebih banyak kejelasan dari rekan-rekan
Tiongkok mengenai pasukan penjaga pantai dan milisi
maritimnya hanya merupakan bagian dari jawabannya.
Strategi maritim Tiongkok mengintegrasikan tujuan
ekonomi, lingkungan, diplomatik, dan militer. Amerika
Serikat harus merumuskan pendekatan yang cocok.
Beberapa tujuan maritim jangka panjang Tiongkok —
seperti pelestarian lingkungan laut — sejalan dengan
kepentingan nasional A.S. Tujuan lainnya — termasuk
upaya Tiongkok untuk memastikan hak dan kepentingan
maritimnya di laut di dekatnya dan di seluruh dunia —
berseberangan dengan kepentingan A.S. Pengelolaan
berbagai aspek itu sebagian besar berada di tangan,
meskipun tidak secara eksklusif, Departemen Pertahanan
A.S., namun pengaruhnya akan terbatas tanpa upaya
kohesif dari bagian-bagian pemerintah lainnya. Dalam
pertukaran bilateral, ambisi maritim Tiongkok harus
ditangani di tingkat negara-ke-negara selain saluran
militer-ke-militer.

Di antara berbagai tantangan yang ditimbulkan
strategi maritim Tiongkok, upayanya di bidang hukum
benar-benar paling meminta peningkatan perhatian
A.S. Beijing berusaha untuk memaksakan preferensinya
atas tata kelola global terhadap rezim hukum maritim
internasional. Ada implikasi serius bagi Washington
dan sekutunya jika Beijing berhasil. Preferensi Beijing
mencakup pengurangan aliansi, kehadiran, dan operasi
militer A.S. di dekat Tiongkok sehingga mengakibatkan



terkikisnya kemampuan Amerika untuk memproyeksikan
kekuatan dan menyediakan pengamanan di kawasan
tersebut. Tiongkok juga berupaya mendapatkan peran
yang lebih kuat untuk dirinya sendiri sebagai “kekuatan
besar” di kawasan kutub dan laut dalam sehingga
membuka jalan bagi masa depan ketika kepentingan dan
nilai-nilai Tiongkok menjadi dominan dalam kepentingan
bersama global ini. Selain itu, Tiongkok mencoba
membangun pengaruh internasional atas pengadilan
maritim domestiknya yang bertujuan untuk memperkuat
kemampuannya untuk menegaskan klaim kedaulatannya
dengan negara lain.

Kesenjangan utama yang menghambat upaya
hukum Tiongkok adalah ketiadaan “hukum laut dasar”
domestik Tiongkok. Menurut pakar yang berafiliasi
dengan pemerintah Tiongkok, meskipun banyak hukum
Tiongkok membahas isu maritim yang berbeda, hukum
maritim terpadu diperlukan untuk menempatkan strategi
maritim Tiongkok pada pijakan hukum yang lebih solid
dan mengklarifikasi prioritas Beijing. Hukum itu akan
membahas keseimbangan yang tepat antara keamanan
nasional dan masalah pembangunan ekonomi dalam
strategi maritim. Dengan cara yang sama, hukum itu akan
memberikan bimbingan mengenai menyeimbangkan
hubungan positif dengan negara-negara tetangga, di satu
sisi, dan penegasan klaim kedaulatan maritim Tiongkok
di sisi lain. Selain itu, hukum itu akan membahas
keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan
perlindungan lingkungan. Laut Cina Selatan — dengan
berbagai negara penggugat yang mengincar kepentingan
ekonomi, militer, dan lingkungan — menunjukkan
prioritas tumpang tindih ini.

"Tanggapan holistis A.S. harus mengeksploitasi
kesenjangan dalam strategi Tiongkok dan mengatasi
celah dalam pendekatan A.S. Setidaknya tiga rekomendasi
kebijakan A.S. tampak menonjol dalam hal ini. Pertama,
Amerika Serikat harus meratifikasi Konvensi Hukum
Laut P.B.B. Langkah semacam itu akan menjadi isyarat
penting dari komitmen abadi Washington terhadap
tatanan berbasis aturan internasional. Kedua, Strategi
Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka dari Washington,
yang diperkenalkan pada tahun 2017 dan masih dalam
perumusan, harus menjelaskan gagasan tandingan positif
terhadap visi Beijing untuk tata kelola global di ranah
maritim. Strategi itu harus memperkuat konsep ekonomi,
lingkungan, diplomatik, hukum, dan keamanan yang
telah melayani kepentingan A.S., regional, global, dan
Tiongkok selama beberapa dekade. Strategi itu harus
memperhatikan upaya Tiongkok untuk membentuk
kembali konsep-konsep ini sesuai dengan preferensi
dan nilainya sendiri. Upaya yang sebagian besar bersifat
retoris ini harus disesuaikan dengan kehadiran militer,
kerja sama keamanan maritim, dan keterlibatan diplomatik
A.S. secara berkelanjutan dengan sekutu dan mitra —
tidak hanya di Indo-Pasifik tetapi juga secara global ketika
jangkauan strategi maritim Tiongkok meluas. Ketiga,
A.S. harus mengusulkan strategi dan hukum maritim

sebagai topik untuk pembicaraan tingkat tinggi A.S.-
Tiongkok di masa mendatang. Dialog Penegakan Hukum
dan Keamanan Siber A.S.-Tiongkok merupakan salah
satu lokasi yang memungkinkan untuk membahasnya.
Wiashington harus menggunakan pertukaran ini untuk
memahami konsep hukum maritim yang dipromosikan
Beijing dan menekankan bahwa konsep-konsep ini tidak
sejalan dengan aturan dan norma internasional yang sudah
ada sejak dahulu kala. Tujuan A.S. seharusnya membentuk
konsep hukum Tiongkok ketika konsep itu muncul —
sebelum konsep itu diratifikasi dalam hukum laut dasar
Tiongkok.

Perairan Lebih Jernih, Laut Lebih Dalam

Ketiga perubahan institusi itu menyorot bidang tempat
Beijing melihat kebutuhan untuk menyempurnakan
eksekusi strategi maritimnya guna mengambil peran
yang lebih besar di panggung global. Jika reformasi itu
mencapai apa yang Beijing inginkan, para pengamat
harus mengantisipasi bahwa strategi maritim Tiongkok
itu akan menjadi elemen yang lebih eksplisit dari
kebijakan luar negerinya, khususnya dukungan Xi

Tangoapan holistis A.3. harus
mengeksploitasi kesenjangan dalam

strategl Tiongkok dan mengatasi
celah dalam pendekatan A.5.

terhadap “komunitas dengan masa depan bersama

bagi umat manusia.” Bagi Xi, membangun komunitas
ini berarti kepentingan dan nilai-nilai partai akan
mendapatkan cengkeraman yang lebih besar dalam

tata kelola global. Kedua, para pengamat harus melihat
komando dan kontrol yang lebih jelas dari pasukan
penegak hukum maritim Tiongkok di bawah Komisi
Militer Pusat yang melaksanakan sasaran strategis partai
untuk meremajakan Tiongkok. Terakhir, para pengamat
harus memperhatikan keseimbangan yang lebih efektif
di antara berbagai aspirasi partai untuk menggunakan
samudra guna membuat Tiongkok kaya dan indah.
Keberhasilan Beijing dalam setiap upaya ini masih
belum pasti, tapi niatnya jelas. A.S., sekutu, dan mitranya
memerlukan tujuan yang sama jelasnya. O

Liza Tobin pada awalnya menerbitkan artikel di atas di situs web War on the Rocks, platform
untuk isu-isu kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Artikel ini telah diedit agar sesuai
dengan format FORUM.

IPD FORUM



44

IPD FORUM

TERUSAN

Thailand bisa saja mengorbankan kedaulatannya
demi keuntungan yang patut dipertanyakan dari jalur
air yang dibangun Tiongkok.
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Kapal-kapal dijangkarkan di dekat kilang

di Pulau Bukom, Singapura. Lebih dari 30
persen perdagangan dunia melewati Selat
Malaka setiap tahun, termasuk sekitar 80
persen pasokan minyak Tiongkok dari Timur
Tengah dan Afrika. reuters




Kapal kontainer
tiba di pelabuhan
Singapura pada
Juni 2017.

iongkok mendorong
pembangunan jalur air
buatan manusia yang
membelah Thailand
untuk menghubungkan
Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman,
menghubungkan Samudra Hindia dan
Pasifik, dan memotong waktu transit di
antara keduanya selama dua sampai tiga
hari. Terusan Kra yang diusulkan itu, atau
"Terusan Thailand, sebagaimana yang secara
resmi telah diubah namanya oleh pemerintah
Thailand, akan membentang lebih dari
100 kilometer membelah Tanah Genting
Kra dan menggantikan rute perdagangan
melalui Selat Malaka dan Singapura. Para
penganjurnya mengatakan bahwa terusan itu
dapat dibangun dalam lima hingga 10 tahun
sejak disetujuinya rencana itu.

Gagasan membangun jalur air semacam
itu sudah muncul sejak abad ke-17, namun
baru saat ini dibahas sebagai bagian dari
Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road
- OBOR) Tiongkok, yang menimbulkan
kekhawatiran dari banyak negara-negara
tetangga Thailand. Tiongkok kemungkinan
akan mendanai dan pada akhirnya

mengendalikan terusan itu, yang diperkirakan
menelan biaya pembangunan lebih dari 428,1
triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.).
Ketakutan menyebar di seluruh kawasan
Indo-Pasifik bahwa terusan itu mewakili
elemen fundamental lainnya dalam rencana
induk Tiongkok untuk mendominasi kawasan
itu, meskipun pejabat Tiongkok dan Thailand
telah menyangkal bahwa proyek semacam
itu sedang dipertimbangkan dengan serius.

"Terusan itu akan memberikan keuntungan
militer strategis bagi Tiongkok, demikian
yang ditegaskan para analis, tidak hanya
sekadar meningkatkan kemampuannya untuk
memproyeksikan kekuatan angkatan laut ke
Laut Andaman dan Samudra Hindia timur.

“Secara teori, Terusan Kra dapat
memberikan manfaat bagi India dan
kawasan itu dengan mengurangi tekanan
di Selat Malaka yang sudah penuh sesak,”
ungkap komandan angkatan laut senior
India kepada Business Standard, surat
kabar harian berbahasa Inggris di India,
pada April 2018. “Dalam praktiknya, ada
alasan untuk mengkhawatirkan makna
keterlibatan Tiongkok dalam proyek ini bagi
keseimbangan kekuasaan di Samudra Hindia.”

Sekitar 33 persen perdagangan global,
atau hampir 84.000 kapal, melewati Selat
Malaka setiap tahunnya, seperti halnya 80
persen pasokan minyak Tiongkok dari Timur
"Tengah dan Afrika, demikian menurut situs
web Seatrade Maritime News. Jalur laut
baru itu, yang memiliki lebar 450 meter dan
kedalaman 25 meter, akan memotong rute
pengapalan antara Samudra Hindia dan
Samudra Pasifik sejauh 1.200 kilometer dan
mengakomodasi kapal tanker
minyak terbesar di dunia. Bank
Dunia memperkirakan bahwa
lalu lintas di Selat Malaka akan
melebihi kapasitas tahunan
maksimumnya yaitu 122.000 kapal
paling lambat tahun 2020.

"Terusan itu akan memberi
solusi militer kepada Tiongkok
untuk apa yang disebut mantan
Presiden Tiongkok Hu Jintao
sebagai “dilema Malaka.” Artinya,
rute baru itu akan menawarkan
alternatif terhadap rute Selat
Malaka, yang dapat ditutup bagi
Tiongkok oleh kekuatan regional
lainnya jika konflik muncul di
Indo-Pasifik.

Selain itu, Tiongkok
diperkirakan akan memiliterisasi terusan
tersebut, demikian ungkap komandan
angkatan laut senior India kepada Business
Standard. Tiongkok memiliterisasi banyak
investasi infrastrukturnya di Indo-Pasifik,
meskipun ada penolakan berulang-ulang
atas niatnya dan kegiatan yang sedang
berlangsung untuk membangun fasilitas
militer dan memasang peralatan militer di
lokasi-lokasi tersebut. Contoh-contoh utama
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mencakup fitur buatan yang dibangun
Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir
di Laut Cina Selatan, dipenuhi dengan
pangkalan udara dan angkatan laut, dan
berbagai proyek pelabuhan penggunaan
ganda dari Gwadar di Pakistan hingga
Jibuti di Afrika tempat Tiongkok
menggunakan jebakan utang pemerintah
untuk merebut kontrol secara bertahap.
"Terusan yang diusulkan itu juga dapat
menguntungkan Thailand secara militer,
serta Tiongkok, dengan memungkinkan
pasukan angkatan laut untuk transit di
antara pantai timur dan barat Thailand,
demikian ungkap para analis militer.

DUKUNGAN YANG TIDAK JELAS
Pemerintah Thailand terus mengklaim
bahwa pihaknya tidak memiliki rencana
untuk mendukung proyek itu. “Masih ada
masalah lain di daerah itu, oleh karena
itu masalah itu harus diprioritaskan,”
ungkap juru bicara pemerintah
Thailand Letnan Jenderal Sansern
Kaewkamnerd pada Februari 2017. Dia
menambahkan bahwa Perdana Menteri
Prayut Chan-o-cha telah menegaskan
bahwa pemerintahannya tidak memiliki
kebijakan mengenai proyek itu, demikian
menurut 1he Straits Times, surat kabar
harian berbahasa Inggris di Singapura.

Akan tetapi, entitas Tiongkok
dan Thailand menandatangani nota
kesepahaman bersama pada Mei 2015
untuk mempromosikan proyek tersebut,
demikian menurut majalah online The
Diplomat, meskipun adanya penolakan
keterlibatan resmi pemerintah pada saat
itu. Tiongkok dikenal luas menggunakan
entitas yang tampaknya merupakan
perusahaan swasta Tiongkok untuk
menjalankan proyek infrastruktur
yang didanai pemerintah. Perusahaan
China-Thailand Kra Infrastructure
Investment and Development yang
berbasis di Guangzhou, Tiongkok, dan
Asia Union Group yang dipimpin oleh
mantan Perdana Menteri Thailand
Chavalit Yongchaiyudh, menandatangani
perjanjian itu. Selain itu, studi kelayakan
diselesaikan pada tahun 2016, dan entitas
Tiongkok telah menyurvei rute yang
diusulkan, demikian menurut berbagai
laporan media.

"Thai Canal Association for Study and
Development, organisasi yang dibentuk
oleh jenderal purnawirawan Thailand dan
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dipimpin oleh mantan kepala Angkatan
Darat Thailand Jenderal Pongthep
Thesprateep, memimpin dorongan
untuk mewujudkan proyek itu di dalam
"Thailand, demikian menurut laporan

di situs web Nikkei Asian Review pada
Agustus 2017. Pada akhir Maret 2018,
kelompok tersebut meminta komite
nasional untuk mempelajari proyek senilai
428,1 triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.)
itu, yang terutama akan didanai melalui
prakarsa OBOR Tiongkok. Serangkaian
konferensi di Bangkok yang dirancang
oleh Asosiasi Budaya dan Ekonomi
"Thailand-Tiongkok, yang terkait erat
dengan Beijing, dan Asosiasi Bisnis dan
Perdagangan Eropa pada September
2017 dan Februari 2018 juga telah
membantu memicu ketertarikan atas

terusan itu.

Penduduk desa Sri Lanka berkumpul untuk
melakukan unjuk rasa di luar upacara
pembukaan kawasan industri di desa Mirijjawila
di Ambalantota, Sri Lanka, pada Januari 2017.
Mereka keberatan dengan rencana untuk
mengambil alih lahan pribadi untuk zona industri
tempat Tiongkok akan mendirikan pabrik dan
memiliki saham mayoritas. THe AssocIATED PRESS

Akan tetapi muncul kekhawatiran
secara luas bahwa kontrol Tiongkok
terhadap proyek itu bisa mengikis
kedaulatan Thailand, meskipun para
insinyur memutuskan bahwa proyek itu
secara teknis layak dikerjakan.

“Riwayat terusan Panama dan Suez
menunjukkan, meskipun ada keuntungan
ekonomi yang tidak diragukan lagi dari



“RUTE TERUSAN YANG DIUSULKAN ITU
AKAN MELEWATI KAWASAN WISATA DI
LAUT ANDAMAN YANG MENGHASILKAN
SEKITAR 10 PERSEN TOTAL PENDAPATAN
DARI INDUSTRI PARIWISATA.”

— Thon Thamrongnawasawat, ahli kelautan dari Kasetsart University. Bangkok

Kapal bergerak di sepanjang
pantai Singapura pada Juli 2017.
Lebih dari 84.000 kapal transit di
Selat Malaka setiap tahun, banyak
dari kapal-kapal itu melewati
pelabuhan Singapura. reuters
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terusan itu, pendanaan yang diberikan oleh satu negara
untuk konstruksinya di wilayah negara lain biasanya
menyebabkan penyebaran pengaruh yang signifikan oleh
negara pertama,” ungkap Jenderal Ivica Kinder, direktur
Badan Keamanan dan Intelijen Militer Kroasia, kepada
Business Standard.

Selain itu, pengelolaan proyek infrastruktur Tiongkok
telah terbukti secara historis kalah jauh kualitasnya
dibandingkan dengan pengelolaan proyek infrastruktur
A.S., Prancis, dan negara demokrasi lainnya yang
sudah mapan.

REKAM JEJAK YANG DIPERTANYAKAN
Tiongkok telah berupaya mengerjakan berbagai
proyek serupa lainnya di seluruh dunia yang memiliki
konsekuensi negatif bagi negara-negara yang
berpartisipasi. Rencana pembangunan terusan senilai
570,9 triliun rupiah (40 miliar dolar A.S.) di Nikaragua
yang akan menyaingi Terusan Panama merupakan
contoh terkemuka. Nikaragua memberi pengusaha
Tiongkok, Wang Jing, dan perusahaannya hak eksklusif
untuk membangun terusan antarsamudra dan proyek
pendukungnya pada tahun 2013 dan belum ada yang
terwujud, demikian menurut berbagai laporan media.
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Dalam kesepakatan yang banyak dikatakan ahli hukum
melanggar kedaulatan nasional negara itu, Presiden
Nikaragua Daniel Ortega memerintahkan kongres
loyalisnya untuk menyetujui secara otomatis undang-
undang yang menyerahkan hak-hak negara terhadap
terusan itu selama 50 tahun kepada Wang, tetapi belum
ada konstruksi yang dimulai, demikian menurut laporan
surat kabar The Miami Herald pada Juli 2017.

Sebaliknya, para pengamat khawatir bahwa Nikaragua
telah menjadi korban skema korupsi besar-besaran. “Ada
kekhawatiran bahwa Wang sekarang dapat menggunakan
konsesi 50 tahunnya untuk menjual hak terhadap
pelabuhan, bandara, dan kompleks pariwisata, dengan
manfaat nol bagi rakyat Nikaragua. Kejadian itu akan
menjadi kasus klasik bagaimana rezim otoriter sering kali
menjadi rezim yang paling tidak kompeten, dan yang
paling korup,” ungkap jurnalis Andres Oppenhiemer di
The Miami Herald.

Berbagai negara semakin waspada terhadap dampak
pembiayaan predator Tiongkok dalam banyak proyek
infrastruktur bagi negara-negara penerima meskipun
ketika proyek-proyek tersebut dibangun. Dari satu
negara ke negara lain, tempat Tiongkok meminjamkan
uang kepada pemerintah setempat untuk proyek-proyek



semacam itu, Tiongkok pada akhirnya
mengendalikan aset alam dan sebagian

dari kedaulatan negara itu. Tiongkok
meminjamkan dana senilai miliaran dolar ke
Jibuti, misalnya, dan kemudian menggunakan
pengaruh ini untuk menyewa lahan bagi
pangkalan militer di sana. Demikian pula,
dukungan Tiongkok terhadap pelabuhan
Hambantota di Sri Lanka berakhir dengan
tidak baik bagi negara “mitra.” Sri Lanka
dipaksa memberikan kendali atas pelabuhan
itu kepada Tiongkok pada Desember 2017.
Rencana untuk menciptakan distrik bisnis
baru yang dikontrol oleh Tiongkok untuk
melayani pelabuhan Kolombo di Sri Lanka
yang berada di dekatnya juga telah terbukti
menguntungkan Tiongkok dengan tampaknya
mengorbankan warga Sri Lanka.

Jika berhasil, proyek sebesar ini dapat
menambah sekitar 1 hingga 2 persen produk
domestik bruto Thailand. Akan tetapi,
Tiongkok akan memasok sebagian besar
tenaga kerja. Ini ditambah dengan fakta
bahwa ketidakjelasan berapa banyak pasokan
proyek yang akan dipasok dari daerah
setempat menimbulkan keraguan atas jumlah
kegiatan ekonomi yang dihasilkan yang akan
menguntungkan Thailand secara langsung,
demikian yang dikatakan para analis.

Kesepakatan seperti itu biasanya dimulai
dengan pengaturan pembiayaan yang
mempersiapkan negara peminjam untuk
menemui kegagalan dengan menciptakan
program utang yang tidak dapat dikelola
dan menghasilkan sedikit keuntungan bagi
warga, seperti melimpahnya pekerjaan
dan pertumbuhan ekonomi yang
dijanjikan Tiongkok. Beijing “mendorong
ketergantungan dengan menggunakan kontrak
yang tidak jelas, praktik pinjaman predator,
dan transaksi korup yang membuat berbagai
negara terbelit utang dan merongrong
kedaulatan mereka sehingga menghambat
pertumbuhan mandiri dan jangka panjang
mereka,” ungkap Menteri Luar Negeri A.S.
saat itu Rex Tillerson pada 6 Maret 2018.

“Pengalaman-pengalaman ini hendaknya
menjadi peringatan bahwa OBOR pada
dasarnya merupakan proyek kekaisaran yang
bertujuan mewujudkan Kerajaan Tengah
seperti dalam mitos. Berbagai negara yang
terperangkap dalam jeratan utang Tiongkok
berisiko kehilangan aset alam mereka yang
paling berharga dan bahkan kedaulatan
mereka,” tulis Brahma Chellaney, profesor
di Center for Policy Research yang berbasis
di New Delhi, dalam artikel pada Desember

2017 di situs web Project Syndicate.

Pemangsaan aset yang dilakukan Tiongkok
di Sri Lanka menjadi lebih menarik jika
proyek Terusan Thailand dilanjutkan.
Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Tiongkok
di Sri Lanka akan mendapat manfaat dari
pembangunan terusan itu, seperti yang ditulis
David Brewster di sebuah artikel pada 14
Agustus 2017 di situs web Lowy Institute,
karena Sri Lanka “terletak di tengah-tengah
jalur laut yang sibuk di Samudra Hindia utara,
membuatnya menjadi pilihan yang jelas untuk
pusat pengapalan baru.”

Rencana terusan itu juga meliputi
pembentukan zona ekonomi khusus senilai
314 triliun rupiah (22 miliar dolar A.S.) yang
mencakup pembangunan kota-kota dan
pulau-pulau buatan untuk meningkatkan
infrastruktur Thailand di kawasan itu,
demikian laporan Nikkei Asian Review.
"Thailand kemudian akan menanggung
hampir dua kali lipat beban utang awal untuk
mewujudkan proyek ini.

HAMBATAN DAN RISIKO TAMBAHAN
Rekam jejak Tiongkok dalam membangun
proyek infrastruktur besar patut
dipertanyakan di dalam dan di luar negeri.
Lebih dari separuh proyek yang dijalankan
oleh Tiongkok tidak dikelola dengan baik,
demikian yang ditemukan oleh penelitian
dari Said Business School di Oxford
University pada tahun 2016. Proyek-
proyek itu melibatkan pembengkakan
biaya, kurangnya manfaat ekonomi bagi
masyarakat, imbal hasil yang buruk bagi
investor, dan pada umumnya menghasilkan

Para pengunjuk

rasa di Sri Lanka
memblokir lalu lintas
dan meneriakkan
slogan selama
demonstrasi
menentang proyek
kota pelabuhan di
Kolombo, Sri Lanka,
pada Maret 2015.
Para pengunjuk

rasa mengatakan
bahwa proyek

itu melemahkan
kedaulatan negara
dengan memberi
kontrol pada
pemerintah Tiongkok
atas hamparan lahan
di dekat pelabuhan.
THE ASSOCIATED PRESS
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produk berkualitas rendah, demikian menurut penelitian
itu, yang mengulas 95 proyek jalan dan kereta api besar
Tiongkok dan membandingkannya dengan ratusan
proyek infrastruktur yang dijalankan oleh negara-negara
demokrasi yang sudah mapan.

“Dari sampel kami, bukti menunjukkan bahwa
lebih dari separuh investasi infrastruktur yang dibuat
Tiongkok dalam tiga dekade terakhir, biayanya lebih
besar daripada manfaat yang dihasilkan, yang berarti
proyek itu menghancurkan nilai ekonomi daripada
menghasilkannya,” ungkap Dr. Atif Ansar, penulis utama
laporan yang berjudul “Apakah Investasi Infrastruktur
Mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi atau Kerapuhan
Ekonomi? Bukti dari Tiongkok,” diterbitkan di Oxford
Review of Economic Policy.

Tiongkok sering kali mendorong kesepakatan politik
yang kurang transparan dalam proses kontrak dan
memberikan hak penawaran eksklusif terhadap proyek-
proyek itu kepada badan usaha milik negaranya, yang
berkontribusi pada manajemen yang buruk. Di Kenya,
perusahaan-perusahaan Tiongkok membangun Jalur
Kereta Api Rel Berukuran Standar berprofil tinggi untuk
menghubungkan kota pelabuhan terbesar di Kenya,
Mombasa, dengan ibu kotanya, Nairobi, dengan biaya
79,9 miliar rupiah (5,6 juta dolar A.S.) per kilometer,
yang kira-kira tiga kali lipat standar internasional dan
empat kali lipat dari perkiraan awalnya, demikian menurut
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laporan dari Economist Intelligence Unit.

Fokus Tiongkok biasanya pada nilai geopolitik
proyek luar negeri dan bukannya nilai ekonomi proyek
itu, demikian menurut laporan pada Mei 2017 di The
Diplomat, majalah online, oleh jurnalis Spencer Sheehan
yang berbasis di Hong Kong.

“Dorongan Tiongkok untuk membangun pengaruh
politiknya di Afrika dan Asia melalui infrastruktur telah
menghasilkan pembangkit listrik yang cacat di Botswana
dan proyek-proyek kereta api yang menimbulkan
kerugian di Laos,” tulisnya.

Sheehan menjelaskan bahwa proyek-proyek yang
dipilih dengan buruk dan dilaksanakan dengan buruk
juga meningkatkan peluang bahwa negara debitur akan
mengalami gagal bayar atas pinjaman dari Tiongkok dan
menyerahkan kendali atas aset-asetnya ke Tiongkok.

Penelitian dari Oxford University itu juga menemukan
bahwa berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur
fisik berskala besar pada pokoknya mungkin bukan
merupakan strategi pembangunan yang layak bagi negara-
negara berkembang lainnya. “Merupakan mitos belaka
bahwa Tiongkok tumbuh berkat investasi infrastruktur
yang besar,” demikian yang disimpulkan oleh Ansar dan
kolega-koleganya.

Selain itu, setiap keuntungan ekonomi dari proyek
infrastruktur asing biasanya sebagian besar dinikmati
oleh perusahaan Tiongkok yang berpartisipasi. Dalam



Para pengunjuk rasa
memegang spanduk
yang bertuliskan
“Tolak Terusan”
selama pawai

pada Juli 2017 di
Pulau Ometepe
yang menentang
pembangunan
terusan
antarsamudra di
Nikaragua. Rreuters

hal Terusan Thailand, beberapa perusahaan
Tiongkok melobi pemerintah Thailand
untuk membangun terusan itu. Penganjur
terkemukanya adalah Longhao, perusahaan
yang membangun pulau-pulau buatan

di Laut Cina Selatan, demikian menurut
Business Standard. Longhao memimpikan
membawa 30.000 pekerja Tiongkok ke
Thailand untuk menangani pekerjaan
konstruksi.

Di seluruh dunia, proyek-proyek
Tiongkok dikenal lebih mengutamakan
ambisi geopolitik Beijing daripada
memedulikan masalah lingkungan.
Beberapa kritikus telah menyatakan
bahwa proyek terusan itu dapat merugikan
industri pariwisata Thailand dan merusak
perikanannya. “Rute terusan yang
diusulkan itu akan melewati kawasan wisata
di Laut Andaman yang menghasilkan
sekitar 40 persen total pendapatan
dari industri pariwisata,” ungkap Thon
Thamrongnawasawat, ahli kelautan dari
Kasetsart University di Bangkok, demikian
yang dilaporkan Business Standard. Rute
itu akan melewati
tujuan wisata populer
di kepulauan Krabi dan
Phuket, demikian menurut
The Nation, situs berita
berbahasa Inggris di
Thailand.

Para ahli
militer lainnya juga
mengkhawatirkan bahwa
pembangunan terusan itu
dapat membagi negara
itu menjadi setengahnya
dan, karena lokasinya,
meningkatkan ketegangan
di Thailand selatan. Jalur
air itu akan menciptakan
perpecahan geografis di antara kawasan
penganut agama Buddha dan provinsi-
provinsi mayoritas Muslim di selatan.
“Pembangunan Terusan Kra akan semakin
memperburuk daerah yang bergejolak,
menciptakan perpecahan lebih lanjut di
dalam negeri,” tulis Rhea Menon, peneliti
di Carnegie India, di The Diplomat edisi 6
April 2018.

BIAYA PELUANG

Untuk memastikan stabilitas regional di
Indo-Pasifik, Thailand harus secara hati-
hati mempertimbangkan keuntungan dan
kerugian proyek infrastruktur semacam itu.

Perdana Menteri Thailand
Prayut Chan-o-cha berpidato
selama KTT Sub-Kawasan Mekong
Raya di Hanoi, Vietnam,
pada Maret 2018. reuters

Selain itu, beberapa analis berpendapat bahwa
keuntungan ekonomi dari terusan itu telah
dibesar-besarkan oleh para penganjurnya.
Para ahli militer dari kawasan itu
memperingatkan bahwa dampak dari terusan
itu dalam gambaran keamanan yang lebih luas
harus dikaji secara lebih mendalam.

Beberapa analis finansial terkemuka
berpendapat bahwa dari perspektif
ekonomi murni, proyek itu mungkin hanya
meredistribusi pendapatan dan lalu lintas di
kawasan itu dan tidak meningkatkan nilai
ekonomi secara keseluruhan. Mereka juga
menyarankan agar alternatif lain yang lebih
hemat biaya seperti jembatan kereta api darat
di atas Tanah Genting Kra di Thailand juga
harus dievaluasi secara menyeluruh.

Pembangunan terusan itu juga bisa
merusak hubungan Thailand dengan anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
lainnya, termasuk Indonesia, Singapura,
dan Malaysia, yang akan kehilangan bisnis
pengapalan ke Thailand. Meskipun mungkin
membutuhkan waktu satu dekade untuk
membangun fasilitas pendukung, Singapura,
misalnya, pada akhirnya
bisa kehilangan antara 30
hingga 50 persen dari bisnis
pengapalannya, demikian
menurut beberapa perkiraan.

“Pemikiran hilangnya
peluang bisnis akibat
"Terusan Kra mengganggu
negara-negara di sepanjang
Selat Malaka — Malaysia,
Indonesia, dan Singapura.
Hubungan Bangkok dengan
negara-negara ini akan sangat
menentukan keputusannya
mengenai apakah akan
menindaklanjuti proyek
tersebut,” demikian menurut
analisis Stratfor, publikasi digital yang
menyediakan platform intelijen geopolitik,
pada November 2017.

Sebagian besar pengamat dan analis
menyepakati bahwa Tiongkok akan
mendapatkan manfaat terbesar dari terusan
itu karena Tiongkok akan membangun dan
mengendalikannya. Meskipun Tiongkok
besar kemungkinan menjadi satu-satunya
investor yang dapat mewujudkan proyek
itu, demikian menurut Stratfor, “Iiongkok
menyimpan ketertarikannya dalam jalur
air baru itu sesenyap mungkin untuk
menghindari kerusakan hubungan dengan
negara-negara lain di kawasan itu.” O
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TIM INTERNASIONAL BEKERJA SAMA UNTUK
MENYELAMATKAN PEMAIN SEPAK BOLA REMAJA
DARI GUA YANG TERGENANG BANJIR DI THAILAND

LETNAN KOLONEL LAUT PINYO RUNGRUENG

Ketika SEAL Angkatan Laut Thailand tiba di
gua Tham Luang Nang Non pada 24 Juni 2018,
mereka menghadapi tantangan yang menakutkan
dalam upaya menemukan 12 orang anak laki-laki,
berusia 11 hingga 17 tahun, dan pelatih sepak
bola mereka.

Hujan yang turun tiada hentinya
meningkatkan ketinggian air. Di dalam gua
yang gelap, air yang sangat dingin mengalir
dengan arus yang cepat. SEAL harus bekerja di
sekitar stalaktit dan stalagmit yang berbahaya,
kabel listrik dan telepon, permukaan kasar, dan
lorong-lorong gua berkelok-kelok yang sempit
dan tidak rata. Tidak ada peta bagian dalam gua
yang tersedia, dan beradaptasi dengan kondisi
lingkungan ini membutuhkan banyak waktu.

SEAL Angkatan Laut Thailand mungkin tidak
akan dipanggil ke tempat kejadian secepat itu jika
bukan karena kebetulan.




Komandan SEAL menugaskan saya ke kontrol
operasional yang ditugaskan untuk mengerahkan 14
anggota Kelompok Pasukan Khusus Pertama dengan
pesawat terbang Angkatan Laut Thailand ke provinsi
Chiang Rai. Saya ditinggal untuk mengoordinasikan
operasi dan mendukung pengangkutan perlengkapan
dari Lapangan Udara Angkatan Laut Thailand
U-Tapao ke bandara Chiang Rai. Operasi itu
dilanjutkan untuk memberikan dukungan pasukan
dan peralatan harian setelah tampaknya tujuan misi
mungkin tidak tercapai. Berbagai lembaga dan 127
anggota SEAL Angkatan Laut menyediakan pasokan
yang dimobilisasi dalam tujuh gelombang.

MENILAI SITUASI

Para penyelamat dan lembaga bantuan tidak segera
memahami dengan baik situasi di area operasi.
Komando Pusat Angkatan Laut Thailand pada awalnya
mengirim tim operasi khusus yang beranggotakan lima
orang. Kami telah merencanakan untuk mendapatkan
dukungan tambahan dari Unit Operasi Khusus

Sungai Mekong, tetapi unit itu tidak bisa membantu.
Alih-alih, 14 anggota SEAL Angkatan Laut Thailand
dikerahkan ke area gua, dan mereka menentukan
kebutuhan staf dan peralatan.

Pertama, tim itu meminta peralatan pelindung dan
pendukung kehidupan. Kemudian, kami memodifikasi
banyak metode operasional. Sebelum memberikan
penugasan, kami perlu menilai kemampuan penyelam
yang bertugas dari berbagai kelompok, di bawah
pengawasan SEAL Angkatan Laut Thailand. Pada
satu saat, kami menggunakan para penyelam untuk
mengangkut tangki udara di dalam gua ke ruang

Personel militer Thailand bersiap untuk meninggalkan
area persiapan gua setelah tim penyelamat berhasil
menyelamatkan 12 pemain sepak bola dan pelatih
mereka pada Juli 2018. Rreuters

\MATAR

KERANGKA WAKTU
PERISTIWA 2018

21; JUNI Setelah ditugaskan ke misi itu, 14 anggota SEAL

tiga, area kering sekitar setengah kilometer dari
pintu masuk. Para penyelam menjalankan tugas
itu, dan kami akhirnya mengetahui bahwa tingkat
keterampilan kelompok itu cukup tinggi untuk
mengirimkan tangki udara hingga ke lereng yang
disebut Nuen Nom Sao, sekitar 1,6 kilometer ke
dalam gua. Di sana jalurnya terbagi ke tiga arah.

MENEMUKAN TIM

Dengan mengikuti rencana SEAL Angkatan

Laut Thailand, tim penyelamat melakukan upaya
pencarian dengan dukungan penyelam asing yang
bergiliran mengulur tali sepanjang 200 meter per
tim. Tiga tim utama beroperasi: SEAL Angkatan
Laut Thailand, penyelam Inggris, dan kelompok
penyelam independen Eropa. Akhirnya, setelah lebih
dari tujuh hari melakukan pencarian tanpa hasil,
tim Inggris mengulur rangkaian tali terakhir dan
menemukan anak-anak itu pada 2 Juli 2018.

Fokusnya kemudian berubah menjadi mencari
cara untuk mengeluarkan tim itu dengan dukungan
dari penyelam domestik dan asing. Dengan
menggunakan informasi gua yang disediakan oleh
SEAL Angkatan Laut Thailand ke Komando dan
Kontrol, kami mulai mempertimbangkan cara
lain untuk membawa anak-anak itu keluar, karena
penyelamatan gua bawah air akan menjadi upaya
yang sangat sulit dan berbahaya. Akan tetapi, hari itu
tiba, ketika faktor-faktor yang menekan membuat
kami memutuskan untuk bergerak dengan cepat dan
membawa mereka keluar.

Kadar oksigen di dalam gua telah menurun
drastis. Hujan turun dengan derasnya, yang berarti
ketinggian air banjir di dalam gua akan menjadi
lebih tinggi dalam tiga atau empat hari mendatang.

Kami membuat rencana berdasarkan kapasitas
dan kemampuan personel dan peralatan SEAL
Angkatan Laut Thailand yang tersedia saat itu.

Angkatan Laut Thailand memasuki area tersebut dan

segera bekerja setelah mendapatkan pengarahan.
25 JUNI Para penyelamat melakukan pencarian, menembus
jalan masuk yang sebelumnya terblokir di dalam gua,
dan para penyelam yang masuk ke dalam hingga 400
meter menemukan jejak tangan dan kaki.




Tangki Scuba tiba di pos komando penyelamatan gua SEAL Angkatan Laut Thailand. cerry ivaces

Akan tetapi, penilaian menunjukkan risiko yang sangat
tinggi, jadi kami harus menggunakan metode lain untuk
mengulur waktu, seperti menyalurkan selang oksigen ke
dalam gua untuk meningkatkan kadar oksigen. Beberapa
penyelam asing menganggap tindakan ini sebagai upaya
yang sia-sia, tetapi kami harus melakukannya. Hanya

itu yang bisa kami lakukan saat itu, dan kami merasa itu
lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Kami juga
terus mempertimbangkan berbagai alternatif, termasuk
mencari celah di gunung untuk mengebor jalan lintasan
masuk ke lokasi anak-anak guna membawa mereka keluar
dari jalan itu.

RISIKO PENYELAMATAN BAWAH AIR MENINGKAT

Karena melibatkan risiko besar, lembaga yang lebih
tinggi menginstruksikan pusat koordinasi penyelamatan

untuk mencari cara yang tidak akan membahayakan
nyawa anak-anak itu. Kami — SEAL Angkatan Laut
"Thailand — mengira bahwa cara seperti itu tidak ada.
Kami semua di Komando dan Kontrol berada di bawah
tekanan ekstrem karena tingginya harapan masyarakat.
Tim penyelam asing juga mendorong untuk membawa
anak-anak itu keluar sesegera mungkin, meskipun ada
peluang besar bahwa tidak semua anak-anak itu akan
bertahan hidup.

Dari sudut pandang manajemen risiko, ini merupakan
metode terbaik. Akan tetapi, dari sudut pandang
psikologis, kami harus memanfaatkan waktu yang ada
untuk menemukan cara terbaik untuk beroperasi dan
mengurangi risiko.

Pemerintah Thailand, penyelam Inggris, penyelam
Komando Indo-Pasifik A.S., dan penyelam kepolisian

2 JULI Tim selam SEAL Angkatan Laut Thailand, tim selam independen Eropa, dan tim selam Inggris
bergantian dalam menempatkan tali pemandu dari persimpangan tiga arah. Setiap tim menempatkan
tali sepanjang 200 meter dan setelah penyelam Inggris menempatkan 200 meter terakhir dari tali
itu, tali tambahan digunakan untuk mengulur tali pemandu itu lebih dalam ke dalam gua tempat para

penyelam menemukan 13 orang yang terjebak.

3 JULI

Bantuan medis, makanan dan air, dan dukungan kesehatan mental disediakan. Ini berlangsung dalam

dua langkah. Langkah 1: Empat orang penyelam dengan peralatan pendukung kehidupan dan lampu
penerangan masuk untuk memberikan bantuan kepada korban dan menemani mereka, sementara
itu mereka juga melakukan penilaian terhadap struktur internal untuk memastikan keselamatan.
Langkah 2: Tiga orang penyelam dan seorang dokter masuk untuk membantu perawatan medis,
menyediakan makanan dan air, dan membantu korban untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.
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Australia berkolaborasi dan memberikan informasi
untuk merekrut ahli penyelam gua tambahan,
termasuk Dr. Richard Harris, yang datang dari
Australia untuk bergabung dalam misi ini. Ini
membuat pekerjaan kami menjadi jauh lebih mudah
dan mengurangi risiko secara signifikan, karena
sekarang kami memiliki 13 penyelam gua terampil
yang memiliki banyak pengalaman.

Unit itu secara bersama-sama mengembangkan
rencana dan menyajikannya ke pusat kontrol
administrasi, dengan persetujuan akhir diberikan
oleh Kementerian Dalam Negeri Thailand. Kami
melakukan latihan bersama untuk rencana itu, yang

juga melibatkan pengujian peralatan menyelam untuk
anak-anak.

Kami tahu pentingnya melakukan hal ini dengan
tepat. Jika saja kami terburu-buru pada awalnya untuk
membawa keluar anak-anak itu, misi itu mungkin
tidak mencapai kesuksesan yang mengagumkan —
bahkan ajaib — seperti yang kita saksikan.

OPERASI YANG TIDAK BERHASIL

Operasi sebesar ini menyajikan banyak tantangan
unik. Rangkaian ruangan — dihubungkan dengan
terowongan berliku — antara pintu masuk utama gua
dan tim sepak bola menambahkan kerumitan.

Personel militer Thailand mencoba menghubungkan pipa untuk mencegah air memasuki gua
tempat 12 orang anak laki-laki dan pelatih sepak bola mereka terjebak. tHe associaTeD Press

7 JULI Komando dan Kontrol Angkatan Laut Thailand dan penyelam A.S. bekerja sama
untuk mengembangkan rencana. Tim mengumumkan rencana kepada berbagai
unit dan memulai geladi bersih operasi. Para penyelamat menyiapkan masker
wajah penuh dan mengirimkan makanan dan kebutuhan kepada anak-anak melalui
dukungan dari para penyelam internasional, termasuk tim penyelam dari Britania
Raya, Eropa, A.S., Australia, dan Tiongkok.

8 JULI Sesuai dengan rencana penyelamatan, para penyelam membawa empat orang anak
pada percobaan pertama. Rencananya adalah seluruh penyelamatan terjadi selama
empat hari, dibagi menjadi tiga babak. Setiap babak mencakup dua langkah: 12
jam untuk persiapan dan 12 jam untuk penyelamatan sebenarnya.
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* Rencana awal adalah mengulur kabel telepon dari
ruang tiga, tempat para penyelamat menempatkan
operasi taktis depan, dari persimpangan tiga arah
di Neun Nom Sao, 1,6 kilometer di dalam gua,
ke tempat tujuan, sekitar 2,5 kilometer di dalam
gua. Tapi rencana itu tidak bisa diselesaikan karena
tim kekurangan pakaian selam yang tebalnya 5

milimeter dan akan berisiko mengalami hipotermia.

Pemasangan selang oksigen 3/8 inci untuk
meningkatkan kadar oksigen di dalam daerah
gua tempat 13 orang korban terperangkap hanya
bisa dilaksanakan hingga ruang tiga, sekitar 1,1
kilometer dari anggota tim sepak bola itu. Para
penyelam tidak dapat menyeret selang oksigen
melewati rintangan di dalam gua dalam batasan
waktu yang ditentukan. Akan tetapi, selang itu
setidaknya terbukti berguna dalam meningkatkan
kadar oksigen di ruang tiga tempat operasi
penyelamatan berlangsung. Banyaknya personel
di dalam gua mengakibatkan kenaikan laju
penggunaan oksigen.

Beberapa barang dan perkakas yang dibawa

ke ruang tiga dan ke lokasi 13 korban yang
terperangkap dalam gua berada mengalami
kerusakan karena kemasannya tidak mampu
menahan tekanan air selama navigasi bawah air.
Kebingungan juga melanda tim pendukung yang
bertanggung jawab untuk menempatkan barang-
barang di lokasi tertentu.

Gugurnya mantan penyelam SEAL Mayor Laut
Saman Kunan menyebabkan tim menghentikan
operasi dan meninjau praktik dan keselamatan
operasional. Gugurnya rekan kami itu menjadi
motivasi untuk melanjutkan pekerjaan dengan
semangat yang kuat. Komandan unit dan pimpinan
angkatan laut senior mendorong dan memotivasi
kami, menunjukkan rasa kepemimpinan yang kuat.
Sebagian besar personel kami tidak kehilangan
semangat atau tampak putus asa dengan misi itu.

9 JULI Dalam babak kedua rencana
penyelamatan itu, para penyelam
mampu membawa keluar empat
orang anak lainnya.

"] JULI Dalam babak ketiga, empat orang
anak dan pelatih sepak bola
dibawa keluar. Empat anggota
tim penyelam SEAL Angkatan
Laut Thailand muncul, dan misi
penyelamatan selesai.

HAMBATAN DAN MASALAH

Selama tahap eksekusi penyelamatan, beberapa
lembaga memasuki area operasi tanpa keterlibatan
dalam rencana dan tanpa kewenangan. Ini
menyebabkan kebingungan tambahan dan
membahayakan korban. Pusat pencarian dan
penyelamatan telah menugaskan SEAL Angkatan
Laut Thailand untuk mengawasi operasi dan
mendirikan Pusat Komando dan Kontrol untuk
penyelamatan, dengan dukungan para penyelam
internasional. Kami melakukan sesi pengarahan
operasional dengan “geladi bersih detail dari rencana
operasi taktis” untuk memberi tahu berbagai unit.
Akan tetapi, beberapa lembaga tidak mengikuti
latihan itu sehingga menyebabkan masalah dalam
melaksanakan beberapa rincian operasi.

Beberapa permintaan persediaan dari pihak
ketiga tidak melalui Pusat Komando dan Kontrol
SEAL sehingga menyebabkan berlebihnya
perlengkapan dan peralatan dan kurangnya ruang
penyimpanan.

Beberapa lembaga dan individu yang
berpartisipasi dalam operasi SEAL Angkatan Laut
"Thailand dan orang-orang yang datang untuk
menawarkan dukungan melanggar langkah-langkah
keamanan operasional sehingga menyebabkan
konsekuensi negatif terhadap operasi itu dan
kebocoran berita.

Ada kebingungan informasi yang berasal dari
organisasi media yang saling berkompetisi untuk
mendapatkan berita yang cepat dan bukannya berita
yang akurat. Ini menyebabkan kebingungan dalam
operasi itu. Ini dapat diselesaikan dengan membuat
pusat berita di pusat pencarian dan penyelamatan
dari awal operasi hingga berakhirnya misi itu.

Perwira Thailand mengawasi misi penyelamatan di
dalam gua Tham Luang Nang Non. Gerry ivaces
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B e g R

Pelatih sepak bola Thailand yang berhasil diselamatkan Ekkapol Chantawong,
kiri, dan 12 anggota tim sepak bolanya memberikan penghormatan selama
konferensi berita pada Juli 2018 di Chiang Rai kepada relawan dan mantan
anggota penyelam SEAL Angkatan Laut Thailand Mayor Laut Saman Kunan,
yang gugur pada saat melaksanakan operasi penyelamatan. arp/GeTTy iIMaGES

PELAJARAN YANG DIPETIK

Unit kami tidak memiliki pengalaman, pelatihan,

atau sertifikasi dalam penyelaman gua. Kami perlu
mempertimbangkan untuk menyelenggarakan kursus
penyelaman gua guna mempersiapkan diri kami dalam
menghadapi peristiwa seperti ini di masa depan, baik di
dalam negeri maupun untuk mendukung negara mitra.

Peralatan penyelaman dasar unit penyelam tidak
memadai dan tidak dalam kondisi prima. Selain itu, kami
belum pernah mendapatkan peralatan penyelaman gua,
jadi kami perlu mempertimbangkan untuk mengusulkan
pengadaan peralatan ini.

Penyelenggara utama mendirikan Komando,
Kontrol, dan Komunikasi di depan gua dengan
menggunakan pos pemeriksaan, personel, dan peralatan
untuk mengurangi kebingungan dari unit luar dan dari
informasi yang tidak akurat (yang disebut kabut dalam
peperangan). Selain itu, faktor dalam keberhasilan
misi itu adalah penggunaan sistem yang memfasilitasi
penggunaan peralatan dan mempertahankan kesadaran
situasional berkelanjutan (misalnya, OODA Loop —
observe (amati), orient (orientasi), decide (putuskan),
dan act (bertindak)) untuk memungkinkan pemecahan
masalah yang cepat.

"Thailand, negara tuan rumah, memimpin
administrasi dan perencanaan operasi. Beberapa negara
mencoba untuk memainkan peran kepemimpinan, tetapi
SEAL Angkatan Laut Thailand mempertahankan peran
kepemimpinan secara terus menerus dalam perencanaan,
komando, dan kontrol di sepanjang penyelamatan itu
dan hingga berhasil menyelesaikan misi itu.
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DUKUNGAN A.S.

Amerika Serikat juga mengerahkan personel
berkemampuan tinggi untuk membantu dalam
penyelamatan, dan mereka memberikan segala
kemampuan mereka sehingga sangat mengesankan
bagi SEAL Angkatan Laut Thailand, baik dalam
partisipasi mereka dalam tahap perencanaan maupun
saran yang mereka berikan dalam proses koordinasi,
yang menghasilkan keberhasilan misi itu. Kami
melihat semua ini dalam operasi sehari-hari. Seorang
pejabat A.S. selalu bertugas, 24 jam sehari, di Grup
Kontrol Operasi, menawarkan untuk melakukan
operasi di dalam gua tanpa ragu-ragu kapan pun
diperlukan sesuai dengan rencana Komando dan
Kontrol. Ini sangat mengesankan bagi SEAL Angkatan
Laut Thailand dan tim operasi lainnya.

Selain itu, selama masa krisis ketika keputusan
kritis harus dibuat, seorang pejabat tinggi A.S. —
yang meminta untuk tetap anonim — datang untuk
menawarkan pendapat dan saran. Dia tinggal bersama
dengan kami di sepanjang waktu tanpa pernah
menghubungi media atau memberikan wawancara



tentang pekerjaan dalam gua. Ini membuat saya
sangat terkesan.

Saya, anggota SEAL Angkatan Laut
"Thailand, mendapatkan sahabat sejati dari
pengalaman ini. Jika di masa mendatang sahabat
ini membutuhkan bantuan apa pun dari saya,
saya akan dengan senang hati siap untuk segera
membantu.

SUASANA PENUH KEPERCAYAAN

Pengalaman ini menyatukan banyak tim,
domestik dan asing, yang menawarkan diri
secara sukarela untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawab untuk alasan yang berbeda.
Bagi banyak orang, “investasi modal” mereka
adalah pengetahuan dan kemampuan mereka
sendiri, yang sangat banyak dan bervariasi.
Para kontributor mencakup kelompok udara
terkompresi, kelompok pompa air, kelompok
transportasi tangki oksigen, kelompok yang
menempatkan tangki udara cadangan di lokasi,
dan kelompok lainnya yang memberikan

bantuan dan perawatan bagi anak-anak dalam
gua. Upaya itu juga menyertakan kelompok
yang membawa keluar anak-anak itu dari gua
dan kelompok yang merawat mereka setelah
mereka keluar. Saya percaya orang-orang dalam
kelompok itu menggunakan pengetahuan dan
kemampuan mereka semaksimal mungkin.
Sulit untuk memberikan pujian khusus kepada
satu orang, kelompok, atau lembaga. Saya
percaya bahwa tidak ada seorang pun yang
menjadi pahlawan, tetapi bahwa hanya ada
kerja sama hebat dari setiap orang di dunia

ini yang berharap agar anak-anak itu akan
selamat, yang tidak akan membiarkan apa pun
menghalangi upaya mereka, tidak peduli apa
pun kewarganegaraan, agama, atau kepercayaan
mereka, karena kebahagiaan mereka — dan
kami — adalah membuat orang lain bahagia. O

Letnan Kolonel Laut Pinyo Rungrueng menjabat sebagai komandan, SEAL
Team 2, Naval Special Warfare Group 1, Royal Thai Navy Special Warfare
Command. Sebagai petugas operasi untuk misi penyelamatan itu, dia
memberikan penjelasan tangan pertama kepada FORUM.

Anak-anak dan
pelatih sepak
bola mereka
yang berhasil
diselamatkan
tiba untuk
menghadiri
konferensi
pers di provinsi
Chiang Rai,
Thailand utara,
pada 18 Juli
2018. ReuTERS
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Korupsi, Pencucian Uang
dan Penghindaran Pajak

Presiden Bank Pembangunan Asia menguraikan
cara organisasi itu melawan ancaman finansial

TAKEHIKO NAKAO

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank -
ADB) terus menjadi yang terdepan di Asia dan Pasifik
dalam mendukung upaya global untuk menangani korupsi,
pencucian uang, dan penghindaran pajak. Diperkirakan
bahwa dari 11,4 kuadriliun rupiah (800 miliar dolar A.S.)
hingga 28,6 kuadriliun rupiah (2 triliun dolar A.S.) hilang
di seluruh dunia setiap tahun karena kegiatan terlarang
ini. Ini adalah dana yang sebenarnya dapat digunakan oleh
negara-negara berkembang untuk mencapai komitmen
sasaran pembangunan berkelanjutan (SDG) mereka.

Korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak
merusak pembangunan ekonomi serta keadilan di berbagai
kalangan masyarakat. Selain itu, semakin banyak konsensus
bahwa kegiatan ini merupakan ancaman terhadap struktur
dasar masyarakat, termasuk keselamatan dan keamanan,
dan stabilitas politik. Keselamatan, keamanan, dan
stabilitas politik merupakan kondisi penting bagi ADB dan
mitra lainnya untuk melaksanakan proyek dan program
pembangunan secara efektif.

KORUPSI - ANCAMAN TERHADAP
KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan
Ekonomi (Organization for Economic Co-operation
and Development - OECD) dan Organisasi Kepolisian
Kriminal Internasional, yang dikenal sebagai Interpol,
korupsi mengakibatkan berkembang biaknya kejahatan
terorganisir dan terorisme. Individu yang korup dan
teroris memanfaatkan area abu-abu dan kesenjangan
dalam sistem hukum dan finansial. Kesenjangan dan area
abu-abu ini menyediakan jalan bagi pencucian uang,
penghindaran pajak, dan aliran finansial terlarang serta
memberikan sarana bagi penjahat dan organisasi teroris
untuk beroperasi.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
dalam beberapa resolusinya telah mengakui bahwa
kelompok teroris berfungsi seperti sindikat kriminal
internasional dalam kaitannya dengan menghasilkan dana
dan menggunakan pencucian uang. Korupsi, pencucian

Kapal kontainer berlabuh di pelabuhan Yangshan di Shanghai. Bank Pembangunan Asia telah menerapkan program antikorupsi dan
antipencucian uang bersama dengan penangkalan penghindaran pajak untuk memastikan ekonomi Indo-Pasifik yang makmur. THe AssocIATED PRESS
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uang, dan penghindaran pajak terjadi lintas batas negara
dan bahkan memengaruhi negara-negara yang paling maju.
Akan tetapi, kejahatan itu mengakibatkan kerugian terbesar
bagi negara-negara berkembang dan sangat menghancurkan
negara-negara yang dianggap rapuh dan terpengaruh konflik,
beberapa di antaranya ada di Asia dan Pasifik.

Jika korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak
dibiarkan mengakar, tidak diragukan lagi bahwa kita akan
hidup di dunia yang kurang aman dan terlindungi.

KOMITMEN DAN PERAN ADB

Bagaimana ADB mendukung negara-negara anggotanya yang
sedang berkembang (developing member countries - DMC)
untuk mengatasi ancaman korupsi, pencucian uang, dan
penghindaran pajak?

Pertama, ADB telah mematuhi kebijakan toleransi nol
untuk mencegah kegiatan korupsi yang
berdampak negatif terhadap penyampaian
proyek dan program di DMC kami.
Baru-baru ini, pada tahun 2015, dalam
operasi yang ditujukan untuk pemerintah,
kami memperkenalkan aturan baru
untuk memastikan bahwa uji kepatutan
integritas dilakukan pada semua peserta
sektor swasta seperti kontraktor dan
rekan pembiayaan komersial. Pada tahun
yang sama, dalam operasi yang ditujukan
untuk nonpemerintah, kami merevisi
aturan untuk memperketat kontrol guna
memerangi korupsi, pencucian uang, dan
pembiayaan teroris. Saya meminta semua
staf ADB untuk terus menerapkan aturan-
aturan penting ini dengan tegas dan serius.

Kedua, melawan korupsi, pencucian uang, penghindaran
pajak, dan pembiayaan teroris tidak dapat dicapai oleh satu
lembaga semata. Upaya itu mengharuskan kerja sama semua
negara untuk menutup celah-celah dan daerah abu-abu
tempat kegiatan terlarang dapat tumbuh dan berkembang
biak. Dengan pengertian ini, ADB bekerja sama secara erat
dengan organisasi internasional lainnya mengenai masalah
ini. Selain menjadi pengamat di Satuan Tugas Aksi Finansial,
ADB merupakan pengamat di Grup Pencucian Uang Asia/
Pasifik dan Grup Melawan Pencucian Uang dan Pembiayaan
"Terorisme Eurasia. ADB juga secara aktif mendukung Forum
"Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak
Global dan membantu DMC kami bergabung dalam forum
ini serta mendapatkan manfaat dari pertukaran informasi pajak
otomatis antarnegara.

Ketiga, untuk lebih membantu DMC kami dalam
transparansi dan integritas pajak, dewan direksi ADB
menyetujui pembaruan terhadap kebijakan antikorupsi
kami pada tahun 2016. Kebijakan itu memperluas mandat
ADB untuk menyertakan pencegahan penghindaran
pajak lintas perbatasan (selain antikorupsi dan pencucian
uang). Berdasarkan kebijakan yang diperbarui ini, kami
meningkatkan bantuan teknis kami ke DMC untuk

Presiden Bank Pembangunan
Asia Takehiko Nakao

REUTERS

transparansi dan integritas pajak. Misalnya, kami menyetujui
pemberian hibah teknis regional senilai 28,6 miliar rupiah (2
juta dolar A.S.) yang akan meningkatkan kemampuan DMC
dalam memenuhi standar internasional untuk transparansi
pajak, melawan penghindaran pajak, dan melindungi diri
mereka sendiri dari bentuk perencanaan pajak agresif.
Bantuan teknis ini akan disampaikan antara lain melalui
kemitraan dengan OECD, Dana Moneter Internasional
(IMF), dan Pusat Bantuan Teknis Finansial Pasifik.

Keempat, kami telah memulai prakarsa baru untuk
memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk upaya
pengembangan kemampuan oleh DMC kami. Pada Juli 2017,
ADB mendirikan Dana Wali Amanat Mobilisasi Sumber
Daya Dalam Negeri. Dana itu akan mendukung DMC
dalam menutup celah-celah pajak di sektor finansial mereka,
meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengembangkan
administrasi pajak yang transparan
dan efisien. Dana wali amanat itu
didukung oleh pemerintah Jepang.
Kami mendorong mitra bilateral dan
multilateral lainnya untuk berkontribusi
pada dana wali amanat ini.

Kelima, ADB sekarang
mempertimbangkan Strategi Jangka
Panjang baru 2030, yang akan
memperkuat dukungan di bidang korupsi,
pencucian uang, dan penghindaran pajak.
Fokus strategi baru ini adalah untuk
mendukung DMC dalam mencapai
SDG. Seperti yang Anda ketahui, SDG
membahas pengurangan kemiskinan,
kesehatan, pendidikan, gender, dan
lingkungan. SDG juga mencakup
memperkuat tata kelola. Sasaran 16 SDG menyerukan
promosi masyarakat yang damai dan inklusif, yang diperlukan
untuk pembangunan berkelanjutan. Sasaran 17 adalah tentang
membantu negara-negara berkembang memperkuat mobilisasi
sumber daya domestik. ADB akan meningkatkan dukungan di
bidang ini.

Kesimpulannya, kami memiliki kewajiban profesional
untuk melawan korupsi, pencucian uang, dan kegiatan
terlarang lainnya. Perjuangan ini diperlukan untuk
memajukan pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan
Pasifik dan untuk mempromosikan kesetaraan sosial. Hal ini
juga penting untuk kebutuhan yang lebih mendasar, yaitu
keamanan dan keselamatan.

Saya meminta semua staf ADB untuk mendukung
perjuangan ini. Saya mendorong wakil presiden, direktur
jenderal, dan direktur negara untuk melibatkan diri dengan
sepenuhnya dan secara proaktif. Tindakan yang dilakukan
oleh masing-masing dari kita dan oleh kita semua untuk
memerangi korupsi, pencucian uang, dan kegiatan terlarang
lainnya merupakan hal yang diperjuangkan oleh kampanye
antikorupsi kami, IACT.

Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao menyampaikan pidato ini di perayaan

Hari Antikorupsi Internasional pada 8 Desember 2017, di kantor pusat Bank Pembangunan
Asia, Manila, Filipina. Pidato ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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memegang alat pemindai diagnosa malaria

yang dia katakan dapat dikembangkan
untuk digunakan di daerah pedesaan Afrika tanpa
membutuhkan sampel darah atau tes laboratorium.

“Alat pemindai ini cepat, terjangkau dan tidak
invasif,” ungkapnya. “Alat ini dapat mengurangi
ketidaksetaraan kesehatan dan membawa kita satu
langkah lebih dekat ke dunia yang bebas malaria.”

Prototipe ini merupakan salah satu proyek
penelitian yang disorot pada konferensi Next Einstein
Forum pada Maret 2018 di Rwanda untuk mendorong
pengembangan ilmuwan muda di seluruh Afrika.
Penyelenggara menyebutnya sebagai pertemuan
ilmuwan terbesar yang pernah ada di benua itu.

“Kita bisa berubah dari benua gelap menjadi benua
terang,” ungkap profesor kimia Nigeria Peter Ngene,
yang menggambarkan bagaimana dia berencana
menggunakan nanoteknologi untuk menyimpan
energi matahari secara efisien dalam baterai hidrogen.

Presiden Rwanda Paul Kagame, ditampilkan dalam
foto, ketua Uni Afrika, membuka pertemuan itu
dengan menghubungkan kemajuan ilmiah terhadap

B hli genetika Afrika Selatan Vinet Coetzee
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pembangunan Afrika secara luas.

“Ekonomi pengetahuan merupakan ekonomi
yang makmur,” ungkapnya. “Hari ini, lebih dari
sebelumnya, kecakapan matematika dan sains yang
memadai merupakan prasyarat bagi suatu negara
untuk mencapai status penghasilan tinggi dan
peningkatan kesehatan dan kesejahteraan yang
muncul bersama dengannya.”

“Ekonomi pengetabuan
merupakan ekonomi yang makmur.”

~ Presiden Rwanda Paul Kagame

Presiden Rwanda menambahkan: “Sudah terlalu
lama, Afrika membiarkan dirinya tertinggal.” Kagame
mengatakan bahwa ketika benua itu mengejar
ketertinggalan, benua itu tidak bisa mengabaikan
perempuan dan anak perempuan. Kagame mendesak
warga Afrika untuk tidak menerima kesenjangan
gender global dalam sains sebagai hal yang tak

terelakkan. The Associated Press
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Para ilmuwan di Antartika telah
memanen tanaman sayuran__
pertama mereka yang tumbuh
tanpa tanah, cahaya matahari,
atau pestisida sebagai bagian

_ dari proyek yang dirancang

) untuk membantu astronot

menanam makanan segar
di planet lain. —

Para peneliti di Neumayer
Station III Jerman mengatakan
bahwa mereka memanen 3,6
kilogram sayuran salad, 18 buah
mentimun, dan 70 buah lobak
yang ditanam di dalam rumah
kaca berteknologi tinggi ketika
suhu di luar turun di bawah
minus 20 derajat Celcius.

Pusat Kedirgantaraan Jerman,
DLR, yang mengoordinasikan
proyek itu, mengatakan bahwa
para ilmuwan berharap dapat
memanen 4 hingga 5 kilogram
buah dan sayuran dalam
seminggu.

Meskipun NASA telah berhasil
menanam sayuran di Stasiun
Luar Angkasa Internasional,
Daniel Schubert dari DLR
mengatakan bahwa proyek
Antartika itu bertujuan untuk
menghasilkan lebih beragam
sayuran yang mungkin suatu
hari nanti akan ditanam di Mars

atau bulan. The associated Press
-
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Tes DNA Gratis

Estonia menawarkan pengenalan profil genetik gratis bagi
penduduknya dalam eksperimen nasional yang bertujuan
untuk meminimalkan risiko penyakit yang umum dijumpai
dan mendorong gaya hidup yang lebih sehat melalui
laporan data pribadi.

Lili Milani, peneliti di Pusat Genom Estonia di
University of Tartu, mengatakan bahwa program
itu dimulai pada Maret 2018 dan pada awalnya akan
melibatkan 100.000 relawan di negara Baltik yang
berpenduduk 1,3 juta orang itu. Para peserta diminta
menyumbangkan sampel DNA dari darah dan setuju untuk
menyimpan data mereka di Estonian Biobank, yang telah
mengumpulkan catatan kesehatan dan sampel biologi dari
warga Estonia sejak tahun 2000.

“Penyakit kardiovaskular merupakan pembunuh nomor
1 di Estonia,” ungkap Milani, menambahkan bahwa pihak
berwenang dan ilmuwan berharap agar data skrining
genetik dapat menjawab pertanyaan tentang kebiasaan
hidup dan diet untuk perawatan kesehatan yang lebih baik.

“Gaya hidup selalu jauh lebih berpengaruh daripada
gen,” ungkapnya.

Sampel DNA akan dianalisis terhadap lebih dari
600.000 varian genetik yang terhubung dengan penyakit
yang umum dijumpai seperti penyakit jantung, diabetes,
dan kanker. Dokter keluarga kemudian akan memberi
tahu peserta tentang hasilnya. Akan tetapi, peserta dapat
memilih terlebih dahulu mengenai seberapa banyak
informasi yang ingin mereka terima untuk menghindari
kecemasan yang tidak perlu.

Pemerintah Estonia telah mengalokasikan anggaran 5 juta
euro (6,2 juta dolar A.S.) untuk proyek itu pada tahun 2018.

The Associated Press
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RTAMBANGAN KOTA
D1 KOREA SELATAN MENGHEMAT

BAHAN BATERAI LANGKA

Para pekerja di pabrik pedesaan
Korea Selatan di Gunsan sibuk
mengekstraksi beberapa logam
yang paling didambakan di
dunia, yang digunakan dalam
baterai yang menggerakkan
mobil listrik. Akan tetapi mereka
tidak menggali tanah atau
mengolah bijih. Sebaliknya,
mereka memilah-milah
tumpukan baterai ion litium dari
ponsel dan laptop bekas.

Ketika perburuan agresif
Tiongkok terhadap kobalt
dan litium di luar negeri
untuk kendaraan listrik
mendorong kenaikan harga
dan menyebabkan kekurangan
global pada logam-logam utama
itu, Korea Selatan semakin
beralih ke “pertambangan
perkotaan” semacam itu untuk
mendapatkan kembali kobalt,
litium, dan logam langka lainnya
dari limbah elektronik.

Pada tahun 2016, tahun
terkini yang tersedia datanya,
logam senilai 19,6 triliun

won (18,38 miliar dolar A.S.)
diekstrak dari bahan daur ulang,
memenuhi sekitar 22 persen dari
total permintaan logam di negara
itu, demikian menurut laporan
dari Korea Institute of Industrial
Technology.

Kelangkaannya tidak akan
mereda dalam waktu dekat,
ketika Tiongkok, pengguna logam
terbesar dunia, menyambar
sumber daya mineral di
negara-negara seperti Republik
Demokratik Kongo dan Cile.

Park Jai-koo, ahli pertambangan
perkotaan di Hanyang University
di Seoul, mengatakan bahwa
daur ulang limbah elektronik
dapat membantu mengurangi
tingginya harga dan membatasi
ketergantungan logam langka
pada sumber luar. “Korea
Selatan perlu mendapatkan
sumber daya, tetapi kebanyakan
sumber daya itu diimpor,” ungkap
Park. “Pertambangan perkotaan
lebih cenderung menjadi metode
terbaik.” Reuters

1

INVESTOR DI VIETNAM
Belajar untuk
Menghadapi Penindakan
legas terbadap Korupsi

enindakan tegas terhadap korupsi di Vietnam

membuat beberapa investor asing ketakutan ketika

upaya itu meningkat pada tahun 2017, tetapi

mereka sekarang merasa jauh lebih optimis dengan
upaya itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa iklim usaha
semakin membaik. Meskipun kampanye yang dilakukan
oleh pemerintahan Sekretaris Jenderal Partai Komunis
Nguyen Phu Trong telah memperlambat beberapa
pembuatan kesepakatan di negara yang telah dilanda oleh
birokrasi era Soviet, hal itu tidak menghalangi investor
asing untuk menanamkan uang mereka di Vietnam.

Ekonomi Vietham tumbuh sebesar 6,8 persen pada
tahun 2017, laju terkuat sejak tahun 2010, sementara itu
aliran dana asing langsung yang memasuki negara itu
mencapai rekor tertinggi selama dua tahun berturut-turut,
mencapai 249,7 triliun rupiah (17,5 miliar dolar A.S.) pada
tahun 2017. Bagi beberapa investor asing, penindakan
tegas itu sudah lama tertunda. Hampir dua pertiga rakyat
Vietnam harus membayar suap untuk mendapatkan akses ke
pelayanan publik, demikian yang diungkapkan Transparency
International dalam laporan pada tahun 2017. Dari 16 negara
Asia yang disurvei, hanya India yang bernasib lebih buruk.

Dorongan antikorupsi itu merupakan isyarat baik
bagi banyak investor asing, demikian ungkap Somhatai
Panichewa, kepala eksekutif Amata VN Pcl., unit operator
kawasan industri terkemuka Thailand, Amata, yang pada
Januari 2018 mengumumkan investasi besar di Vietnam.
“Kami kira pemerintah serius untuk menunjukkan kepada
publik bahwa berinvestasi di Vietnam tidak lagi tentang
‘tahu-siapa’ tetapi tentang ‘tahu-bagaimana,” ungkapnya.

Bukan berarti kondisi bisnis mudah bagi investor asing.
Para eksekutif di lapangan harus mengatasi situasi rumit
yang penuh dengan tantangan baru yang tersembunyi,
demikian ungkap Adam Sitkoff, direktur eksekutif Kamar
Dagang dan Industri Amerika di Hanoi. Akan tetapi,
penindakan itu juga menyoroti korupsi, salah urus, dan
nepotisme yang sudah mengakar di dalam badan usaha milik
negara (BUMN) di negara itu pada saat ketika dorongan
privatisasi yang sudah lama tertunda dipercepat.

Vietnam telah gagal memenuhi target privatisasinya
pada tahun-tahun sebelumnya tetapi memiliki rencana
melakukan lebih dari 100 penawaran umum saham perdana
serta penjualan saham parsial di sekitar 400 perusahaan
paling lambat tahun 2020. “Tampaknya para manajer
BUMN — setidaknya manajer yang paling penting — kini
lebih berhati-hati dalam kegiatan mereka, khususnya dalam
kaitannya dengan ekuitisasi [privatisasi parsial], divestasi,
dan sebagainya,” ungkap Kamar Dagang dan Industri Eropa
dalam sebuah pernyataan. reuters



Kota-Kota Asia Didorong Untuk Menyeimbangkan Pembangunan

DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Dia mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di New Clark

City, tetapi sopir taksi Edgard Labitag berharap kota metropolis
berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan tahan bencana pertama
di Filipina itu akan mengurangi tekanan di Manila — yang berarti
lebih sedikit jam macet dan lebih banyak waktu bersama anak-
anaknya. Pada Minggu sore yang panas terik, pria berusia 42

tahun di belakang kemudi itu meratapi waktu kerja yang terbuang
sia-sia akibat terjebak kemacetan di sepanjang jalan-jalan kota
berpenduduk 13 juta jiwa yang penuh sesak itu. “Kepadatan, polusi,
dan lalu lintas — inilah yang dikatakan orang-orang tentang
Manila,” ungkapnya, menunjuk pada kemacetan. “Tapi untungnya,
pemerintah punya rencana ... dan [Presiden Filipina Rodrigo]
Duterte merupakan orang yang tepat untuk menuntaskannya.”

Rencana itu adalah New Clark, kota seluas 9.450 hektare yang
menurut para pejabat pemerintah akan lebih besar ukuran fisiknya
dari Manhattan di New York pada saat kota itu selesai dibangun
dalam 25 hingga 30 tahun mendatang — dan diharapkan memiliki
populasi lebih dari 1,2 juta. Tujuannya adalah membangun kota
yang dilengkapi kemampuan untuk menghadapi guncangan iklim
di salah satu kawasan yang paling banyak terkena dampak angin
topan di dunia dan mempromosikan kehidupan yang sehat, ramah
lingkungan, dan berkelanjutan dengan menempatkan alam di
jantung pembangunan, demikian ungkap para ahli perkotaan.

Mencerminkan tren yang meningkat dari Jepang dan India
hingga Amerika Serikat, New Clark berusaha untuk menantang
perencanaan kota konvensional dengan menyatukan pemerintah,
pengembang, bisnis, dan publik — dan membuktikan bahwa kota
yang hijau dan tangguh bisa menghemat biaya. “Tujuannya bukan
hanya untuk membangun kota yang tahan bencana, tetapi juga kota
yang sukses, inovatif, dan kompettif secara ekonomi yang juga
tahan bencana,” ungkap Benjamin Preston, peneliti di Rand Corp.,
kelompok cendekiawan global.

New Clark masih dalam tahap awal, tetapi para pejabat
mengatakan bahwa Duterte mempercepat pelaksanaan proyek itu
ketika Filipina, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi
tercepat di Asia pada tahun 2017, berusaha meningkatkan
pembelanjaan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan
menarik lebih banyak perusahaan asing.

Namun, meskipun pemerintah bergegas untuk membangun
New Clark dan mengatasi ledakan populasi, kepadatan, dan
kemacetan kota Manila, pemerintah harus merencanakan kota
baru itu dengan hati-hati dan menghindari kesalahan di masa lalu,
demikian ungkap Bases Conversion and Development Authority
(BCDA) yang dikelola oleh pemerintah.

“Kami perlu menciptakan keseimbangan antara pembangunan
serba cepat yang memaksimalkan nilai bagi sektor swasta dan
melindungi ruang terbuka serta membuat kota itu nyaman bagi
pejalan kaki, hijau, dan tangguh,” ungkap Vince Dizon, presiden
BCDA, yang mengawasi proyek itu.

L

Meskipun ada berbagai infrastruktur yang direncanakan,
hanya sepertiga dari lahan kota senilai 199,9 triliun rupiah (14
miliar dolar A.S.) itu yang akan dikembangkan, dengan dua
pertiga dialokasikan untuk ruang hijau dan pertanian, demikian
ungkap pemerintah. Houston, Texas, di A.S. dan kota Singapura
yang berada di dekatnya memberikan inspirasi tentang bagaimana
merencanakan kota secara terpadu ketika pengelolaan air dan
ruang hijau terkait erat dengan sistem perkotaan, demikian
menurut arsitek Belanda Matthijs Bouw.

Dengan berfokus pada alam dan memungkinkan banyak
ruang terbuka di sepanjang sungai, misalnya, New Clark dapat
memperoleh manfaat selain melindungi dirinya dari banjir,
demikian ungkap Bouw, yang telah mengerjakan rencana induk kota
itu bersama dengan pemerintah.

“Menempatkan area hijau dalam agenda tidak hanya
membantu penyimpanan air dan drainase, tetapi juga menciptakan
ruang komunitas dan memandu desain jalan dengan cara yang
menguntungkan pejalan kaki dan sepeda... sehingga ketahanan
sosial juga diperkuat,” ungkap Bouw.

Para ekonom di Rand berusaha menunjukkan manfaat
sosial, lingkungan, dan ekonomi dari membangun ketahanan
dan mengembangkan kasus bisnis untuk membuktikan bahwa
perencanaan kota hijau bukan hanya pilihan bagi negara-negara
berekonomi makmur. “Kami semakin banyak melihat negara-negara
berpenghasilan menengah menyadari bahwa perencanaan dan
investasi di daerah hijau di kota sangat penting untuk pembangunan
mereka — dan biayanya kompetitif,” ungkap Oesha Thakoerdin
dari Bank Pembangunan Asia, yang mendukung proyek New Clark.

Para ahli perkotaan mengatakan bahwa New Clark City tidak
hanya dapat menjadi teladan yang patut ditiru bagi Asia Tenggara
dalam hal menyeimbangkan pembangunan ekonomi yang cepat
dengan kebijakan sosial dan lingkungan tetapi juga dapat menandai
titik balik bagi masalah utama yang dihadapi negara itu.

Kota itu “memiliki potensi untuk mengurangi tekanan Manila
sehingga Manila juga dapat berinvestasi dalam membangun masa
depan yang lebih tangguh,” ungkap Lauren Sorkin, direktur Asia-
Pasifik di 100 Resilient Cities, jaringan yang didukung oleh The
Rockefeller Foundation.

Manila adalah salah satu kota terpadat di dunia, dengan
kepadatan 14.500 orang per kilometer persegi, hampir tiga kali
lipat angka kepadatan kota London, demikian menurut data P.B.B.
Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Jepang menemukan
bahwa kemacetan bisa mengakibatkan kerugian produktivitas yang
hilang bagi ibu kota itu sebesar 2,2 triliun rupiah (155 juta dolar
A.S.) per hari paling lambat tahun 2030. Reuters
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PRIA JEPANG, TERTUA
DI DUNIA BERUSIA

Seorang pria Jepang berusia 112 tahun, yang lahir beberapa
bulan sebelum Albert Einstein menerbitkan teori relativitas
khususnya, diakui pada April 2018 sebagai pria tertua di dunia.

Masazo Nonaka, lahir pada 25 Juli 1905, meraih gelar
itu setelah Francisco Nunez Olivera dari Spanyol meninggal
dunia pada usia 113 tahun, demikian ungkap Guinness World
Records. Nonaka yang berprofesi sebagai petani dan penebang
pohon di masa mudanya kemudian mengelola penginapan air
panas di kampung halamannya di Ashoro, di pulau Hokkaido,
900 kilometer sebelah utara Tokyo, dan membesarkan dua
putra dan tiga putri.

Nonaka menikmati berendam di spa dan menyukai
makanan manis, terutama kue bolu stroberi. Dia ditemani
oleh para kerabat dan pejabat pada upacara pemberian
penghargaan. Reuters
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Berita-berita yang menarik, tak lazim dan menghibur

ihadapkan dengan semakin

banyak wisatawan yang terluka

karena gigitan rusa, pihak

berwenang di Taman Nara di Nara,
Jepang, telah mengeluarkan kiat memberi
makanan pada ratusan hewan yang membantu
menarik lebih dari 13 juta pengunjung setiap
tahun dari berbagai penjuru dunia. Taman
indah di kota kuno itu merupakan kediaman
bagi 1.200 ekor rusa Sika, yang dilindungi
sebagai kekayaan nasional. Rusa itu bahkan
dapat ditemukan berkeliaran di jalan-jalan
untuk mencari kerupuk lezat nan istimewa
yang ditawarkan oleh wisatawan.

Sikap rusa itu yang lucu dan tenang
bisa menipu pengunjung, dan wisatawan
yang membawa kerupuk dapat menemukan
diri mereka dikelilingi oleh hewan agresif
itu. Papan tanda yang dipasang di kios-kios
tempat kerupuk itu dijual memberikan kiat
dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Jepang:
“Permintaan yang sopan dari rusa saat
memberi makan mereka.” Anak kecil harus
ditemani oleh orang dewasa, dan “bahasa
isyarat rusa” harus digunakan, menunjukkan
kedua tangan kepada hewan itu ketika waktu
makan berakhir.

“Karena rusa merupakan hewan liar, rusa
itu marah jika orang-orang menggodanya,”
ungkap pejabat kota Nara, Yuichiro Kitabata.
“Misalnya, jika Anda membuat mereka
menunggu saat memberi makan, mereka
dapat menggigit Anda ... tetapi tidak semua
wisatawan tahu bahwa rusa itu liar, karena
percaya bahwa rusa itu dipelihara di taman,”
tambahnya.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan
asing, jumlah orang yang terluka oleh rusa
melonjak mencapai rekor 180 orang pada
tahun fiskal terakhir yang berakhir pada Maret
2018 dari 118 orang pada tahun sebelumnya,
demikian menurut Kitabata. Aence France-Presse
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Indo-Pacific Defense FORUM adalah majalah militer yang disediakan secara CUMA-CUMA bagi
siapapun yang berhubungan dengan masalah keamanan di wilayah Indo-Asia-Pasifik.
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